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ABSTRAK 
 

ANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK 
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF 

 PENOLOGI 
 

(Studi Pada LPKA Kelas II Bandar Lampung) 

Oleh: 

PUTRI SHAQINAH 

Program rehabilitasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 
tentang Pemasyarakatan yang terbaru melalui penambahan fungsi perawatan yang 
salah satunya adalah rehabilitasi. Alternatif yang dilakukan adalah melakukan 
pendekatan yang berbasis pada ilmu penologi. Penologi merupakan ilmu yang 
mempelajari tentang pemidanaan di era baru melalui proses rehabilitasi dan 
resosiaslisasi yang dirancang sebagai kegiatan pembinaan dalam rangka 
merehabilitasi dan mengintegrasikan terpidana di masyarakat. Dampak konkrit 
kurangnya pelaksanaan perawatan dari segi kesehatan mental yang  menyebabkan 
kematian akibat dari kesehatan mental ABH selama menjalankan pembinaan di 
LPKA Kelas II Bandar Lampung. Penelitian ini diambil melalui sudut pandang 
penologi dalam pelaksanaan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan khusus 
Anak. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan 
rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum perspektif penologi pada LPKA serta 
apakah faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi melalui 
perspektif penologi pada LPKA.  

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan 
yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang 
diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data 
sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Seksi Pembinaan serta Staf 
Pembinaan LPKA Kelas II  Bandar Lampung serta Dosen Bagian Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, 
klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi 
sebagai pemenuhi hak warga binaan yang kegiatannya berupa pembinaan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar narapidana ditinjau secara teorinya sudah terlaksana. 
Namun pelaksanaan rehabilitasi ditinjau berdasarkan dasar hukum yang dipakai 
dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 



 3 

Pemasyarakatan, rehabilitasi sebagai kegiatan pemulihan hak dari segi kesehatan 
mental. Namun, pelaksanaannya belum maksimal oleh karena Undang-Undang 
Pemasyarakatan yang belum menampakkan langkah konkret pelaksanaan 
rehabilitasi baik secara filosofis dan yuridis. Faktor penghambat pelaksanaan 
rehabilitasi di LPKA terdiri dari  faktor hukum yaitu pemeritah yang belum 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah turunan terkait Undang-Undang 
Pemasyarakataan belum terdapat panduan khusus terkait pelaksanaan rehabilitasi 
dari tinjauan dari Undang-Undang serta  ilmu penologi, faktor sarana prasarana 
yaitu kurangnya pendanaan dalam pengadaan tenaga profesional dalam bidang 
psikologi, dan faktor aparat penegak hukum yaitu tenaga profesional yang belum 
memadai di dalam LPKA Kelas II Bandar Lampung Karena kurangnya daya 
tampung pegawai dalam bidang kesehatan mental sebagai penunjang 
terlaksanannya hak binaan dari segi kesehatan mental. 

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah dapat lebih 
mengoptimalisasikan sarana prasarana hingga instrumen ketentuan umum sebagai 
bagian dukungan implementasi dari pembaharuan dan penambahan fungsi 
pelaksanaan yang ada di Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru dari segi sumber 
daya manusia hingga fasilitas. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi ditinjau melalui 
perspektif penologi oleh pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung dapat terlaksana 
secara maksimal. 

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Penologi  
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ABSTRACT 

 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF REHABILITATION FOR 
CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW FROM A PENOLOGICAL 

PERSPECTIVE 
 

(Study On LPKA Class II  Bandar Lampung) 

 

By: 

PUTRI SHAQINAH 

The rehabilitation program is a mandate from Law Number 11 of 2012. The same 
is stated in the latest Law Number 22 of 2022 concerning Corrections through the 
addition of treatment functions, one of which is rehabilitation. The alternative is to 
take an approach based on the science of penology. Penology is a science that 
studies punishment in the new era through a rehabilitation and resocialization 
process which is designed as a training activity in order to rehabilitate and integrate 
convicts in society. The concrete impact of the ineffective implementation of 
treatment from the mental health sector which caused deaths due to ABH's mental 
health while carrying out coaching at LPKA Class II Bandar Lampung. This 
research was taken from a penological perspective in the implementation of training 
by special children's correctional institutions. The formulation of the problem of 
this research is how the implementation of child rehabilitation is based on the Legal 
Penology perspective on the LPKA and what are the factors that become obstacles 
in implementing rehabilitation from the penology perspective on the LPKA. 

This research method uses normative juridical and empirical juridical legal research 
by researching and collecting primary data obtained directly. Sources and types of 
data consist of primary data and secondary data. The parties who served as resource 
persons were the Head of the Development Section and the Development Staff of 
LPKA Class II Bandar Lampung as well as Lecturers in the Criminal Law Section, 
Faculty of Law, University of Lampung. Data collection methods through 
literaturestudies and field studies with data processing through collection, 
classification and systematization of data. The data analysis used is qualitative 
analysis. 

The results of the research and discussion show that the implementation of 
rehabilitation as a fulfillment of the rights of inmates whose activities take the form 
of coaching through fulfilling the basic needs of prisoners in theory has been  
implemented. However, the implementation of rehabilitation is reviewed based on 
the legal basis used in this research, namely Law Number 22 of 2022 concerning  
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The results of the research and discussion show that the implementation of 
rehabilitation as a fulfillment of the rights of inmates whose activities take the form 
of coaching through fulfilling the basic needs of prisoners in theory has been 
implemented. However, the implementation of rehabilitation is reviewed based on 
the legal basis used in this research, namely Law Number 22 of 2022 concerning 
Corrections, rehabilitation as an activity to restore rights in terms of mental health. 
However, its implementation has not been optimal because the Corrections Law has 
not provided concrete steps for implementing rehabilitation both philosophically 
and juridically. Factors inhibiting the implementation of rehabilitation in LPKA 
consist of legal factors, namely the government which has not issued derivative 
Government Regulations related to the Corrections Law, there are no specific 
guidelines regarding the implementation of rehabilitation from a review of the Law 
and the science of penology, infrastructure factors, namely the lack of funding in 
the procurement of professional staff. in the field of psychology, and the factor of 
law enforcement officers, namely inadequate professional staff in LPKA Class II 
Bandar Lampung due to the lack of staff capacity in the mental health sector to 
support the implementation of development rights in terms of mental health. 

The suggestion addressed in this research is that it is hoped that the government can 
further optimize infrastructure and instruments for general provisions as part of 
supporting the implementation of updates and additional implementation functions 
in the latest Corrections Law in terms of human resources to facilities. So that the 
implementation of rehabilitation is reviewed from a penological perspective by 
LPKA Class II Bandar Lampung can be carried out optimally. 

Keywords: Rehabilitation, Children in Conflict with the Law, Penology 
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MOTTO 
 

 

“Boleh rakus tetapi terhadap ilmu bukan kekuasaan.” 

(Imam Syafi’i) 

 

 

“Bersikap rendah hati ketika keadaan baik, memaafkan ketika keadaan buruk.” 

(Morgan Housel) 

 

 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah.” 

(Sutan Sjahrir) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tirndak pirdana birsa terrjadir kerpada sertirap pirhak. Perlaku atau korban birsa terrjadir pada 

tirap orang derwasa atau orang tua, namun tirdak jarang anak-anak birsa juga terrlirbat 

dalam tirndak pirdana.1 Anak-anak sercara umum tirdak terrirkat pada norma atau 

kerbirasaan terrterntu, merrerka cernderrung dirkatergorirkan serbagair manusira berbas yang 

baru berlajar dalam merngernal tirap asperk kerhirdupan yang ada dir serkirtarnya.2 Orang 

tua mernjadir tokoh perntirng bagir anak dalam mermandu kerhirdupan agar kerlak 

kerderpannya anak tirdak terrjerrumus pada perrbuatan terrcerla dan tirdak berrmoral dalam 

ruang lirngkup masyarakat.3 Namun tirdak serdirkirt juga, usaha orang tua untuk 

mernjaga anak agar dapat berrperrirlaku berrmoral dan berrertirka serrirngkalir tirdak 

terreralirsasir karerna perngaruh perrgaulan hirdup yang sermakirn berrkermbang, serhirngga 

barangkalir perngawasan orang tua kerpada anak mernjadir berrkurang. 

Hukum pirdana adalah hukum publirk yang berrlaku pada tirap subjerk hukum; manusira 

dan badan hukum, yang mana birla ada suatu perrbuatan yang merlanggar kerterntuan 

Undang-Undang, maka subjerk terrserbut harus dirmirntair perrtanggungjawabannya 

(asas lergalirtas).4 Perrtanggungjawaban terrserbut tirdak hanya dirlertakan bagir orang 

derwasa atau korporasir saja, tertapir juga anak-anak yang mermang sercara hukum 

 
1 Briarn Septiardi Darud, darn Lityar Surisdarni Ar, 2023, Kelemarharn Penyelesariarn Pidarnar Arnark melarlui 
Restorartive Justice darlarm Sistem Perardilarn Pidarnar Arnark, Jurnarl Parctar Sunt Servarndar, Vol. 4 No 1, 
hlm. 3-4. 
2 Rarhmarn Armin, 2021, Hukum Perlindungarn Arnark darn Perempuarn di Indonesiar, Slemarn: 
Deepublish, hlm. 20.  
3 Gusti Arsiyarni, Siti Nor Arsiarh, darn Oktar Sulistiyo Rinar H, 2023, Pengarruh Hubungarn Orarng Tuar 
darn Arnark darlarm Pembentukarn Karrarkter, Jurnarl Of Gender arnd Farmily Studies, Vol. 3 No 2, hlm. 
163-164. 
4  Marsruchin Rubar I, 2021, Hukum Pidarnar, Marlarng: Mediar Nusar Creartive, hlm. 12.  



 2 

terrlirbat dalam kasus pirdana yang birla dirtirnjau sercara normatirf yurirdirs dirserbut 

derngan anak berrhadapan derngan hukum.  

Anak dalam kacamata masyarakat akan dirterntukan berrdasarkan umur, kercakapan 

atau status perndirdirkan yang saat irnir serdang dirjalankan, tertapir Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terntang Perrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 terntang Perrlirndungan Anak mernjerlaskan bahwa anak adalah 

serserorang yang berlum berrusira 18 (derlapan berlas) tahun, terrmasuk anak yang masirh 

dalam kandungan. Adapun pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 terntang Sirsterm Perradirlan Pirdana Anak merngartirkan anak berrhadapan derngan 

hukum serbagair anak yang berrkonflirk derngan hukum, anak yang mernjadir korban 

tirndak pirdana, dan anak yang mernjadir saksir tirndak pirdana. 

Irnstrumern perrlirndungan hukum bagir anak terlah mernertapkan perraturan perrundang-

undangan, bukan berrartir kernakalan pada anak tirdak akan terrjadir. Kernakalan olerh 

anak saat irnir terlah mermasukir tahap yang cukup gerntirng, terrmasuk Kota Bandar 

Lampung serndirrir yang akhirr irnir dirhadapkan derngan irnsirdern tawuran antar perlajar 

yang notaberner  para perlaku masirh berrstatus perlajar bairk Serkolah Mernangah Atas 

(SMA) dan Serkolah Mernerngah Perrtama (SMP).5 Akirbatnya walaupun merrerka 

masirh dirbawah perngampuan orang tua, hukum tirdak akan merngercualirkan merrerka 

untuk tirdak dapat dirpirdana, serhirngga suka tirdak suka anak-anak terrserbut harus 

mernerrirma kerhirdupan dir balirk jerrujir yang dir fasirlirtasir olerh pirhak Lermbaga 

Permbirnaan Khusus Anak (serlanjutnya dirserbut LPKA).  

LPKA merrupakan salah satu fasirlirtas permasyarakatan yang dirberrirkan olerh 

Permerrirntah merlaluir Kermernkumham bagir para narapirdana anak yang terlah 

dirtertapkan berrsalah olerh Perngadirlan. Irstirlah LPKA serndirrir merrupakan rervirsir darir 

irstirlah Lermbaga Permasyarakatan Anak (serlanjutnya dirserbut LAPAS) yang 

dirmaksud dalam undang-undang, namun serjak dirundangkannya Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 irstirlah terrserbut dirgantir derngan LPKA atas dasar permaknaan 

 
5 Rarfifarh, Sarlsarbilar Utarmi, 2023, Arnarlisis Konflik Pardar Tarwurarn Arntarr Pelarjarr Sekolarh Menengarh 
Kejuruarn (Studi Karsus : SMK di Kecarmartarn Sukarrarme Kotar Barndarr Larmpung). Skripsi Farkultars 
Ilmu Sosiarl darn Ilmu Politik , Universitars Larmpung, hlm. 3. 
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pada irntir pokok tujuan dan fungsir permasyarakatan serndirrir serbagair termpat 

permbirnaan.6  

Serorang anak yang berrkonflirk derngan hukum terntu harus dirlakukan upaya 

permbirnaan. Tugas dan fungsir LPKA irnir serndirrir sercara lerx sperciralirs dapat dirlirhat 

pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mana salah satu fungsir 

pertugas permasyarakatan adalah merlakukan perndampirngan, permbirmbirngan dan 

perngawasan terrhadap anak. Namun tirdak sermua berrjalan berrdasarkan kerterntuan 

undang-undang sermata (das sollern), faktanya masirh banyak perrsoalan hukum yang 

masirh merlanda fasirlirtas permasyarakatan khusus anak irtu serndirrir, serperrtir kerserhatan 

merntal dan firsirk pada anak (das serirn).  

Kerserhatan merntal sama perntirngnya derngan kerserhatan firsirk. Kerserhatan merntal dan 

firsirk akan berrdampak pada kerserhatan firsirk dan kerhirdupan sosiral. Serperrtir kata 

perpatah “dir dalam tubuh yang serhat terrdapat jirwa yang kuat”, merntal yang 

serhat  akan mermbuat pirkirran mernjadir posirtirf serhirngga tubuh akan berrfungsir derngan 

bairk sercara ermosironal, psirkologirs,  sosiral  dan akan mermperngaruhir cara berrpirkirr, 

merrasakan, dan berrperrirlaku. Kerserhatan merntal yang bairk juga mermbantu 

mernerntukan cara merngerlola strers, berrhubungan derngan orang lairn, dan mermbuat 

serbuah pirlirhan. Jirka kerserhatan merntal terrganggu, pirkirran, suasana hatir, dan perrirlaku 

akan terrperngaruh serhirngga kondirsir firsirk dan kualirtas hirdup akan mernurun.7 

Dampak konkrert kerserhatan merntal yang tirdak mernjadir fokus dalam permbirnaan 

pada LPKA anak perrnah terrjadir dir LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung terrtanggal 14 

Novermberr 2020. Kasus bunuh dirrir yang mernirmpa serorang anak berrirnirsiral DS yang 

saat irtu berrumur 16 (ernam berlas) tahun merrupakan warga Tiryuh Terrang Irndah, 

Kercamatan Gunung Terrang, Kabupatern Tulang Bawang Barat, kerjadiran irnir 

berrmula serterlah dirkertahuirnya jasad korban yang saat irtu terrgantung dir kamar mandir 

 
6 Rifky Tarufiq darn Melarinny Budiarrti, 2022, Pemenuharn Hark Arnark Yarng Berhardarparn (Berkonflik) 
Dengarn Hukum di Lembargar Pembinararn Khusus Arnark (LPKAr) Kelars II Barndung, Jurnarl 
Kolarborarsi Resolusi Konflik, Vol 2 No 1, hlm. 45.  
7  Shintar Mutiarrar Puspitar, 2022, Kemarmpuarn Mengelolar Emosi Sebargari Darsarr Kesehartarn Mentarl 
Arnark Usiar Dini, Jurnarl Seling Prograrm Studi PGRAr, Vol 4 No 7, hlm. 13.  
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ruangan tahanan. Dirduga korban DS bunuh dirrir karerna derprersir yang diralamirnya 

serlama masa permbirnaan dir LPKA terrserbut.8  

Perrirstirwa dir atas terntu tirdak irngirn terrulang kermbalir, bahkan birla dirpandang perrlu 

perrirstirwa bunuh dirrir yang diralamir olerh korban DS dir atas hanya patut diranggap 

serbagair serjarah kerlam permbirnaan olerh pertugas kermasyarakatan pada LPKA.9 

Terrlerpas darir takdirr atau faktor alam, perrirstirwa terrserbut mermberrirkan sudut pandang 

yang perntirng terrutama pada asperk rerhabirlirtasir bagir para anak serbagair objerk 

permbirnaan.  

Rerhabirlirtasir adalah serbagair upaya untuk mermulirhkan kermbalir kondirsir anak yang 

merngalamir trauma sercara firsirk dan psirkirs serrta mermberrirkan rasa kondusirf bagirnya 

dalam rangka mermbangun kermbalir kerperrcayaan dirrirnya dir masyarakat. Namun 

program rerhabirlirtasir yang dirlakukan olerh pirhak LPKA, serpatutnya dapat merlirhat 

sercara komprerhernsirf hak-hak narapirdana anak serlama mernjalankan masa 

pernahanan dir LPKA serbagairmana yang terrcantum dalam Pasal 12 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 terntang Permasyarakatan.  

Program rerhabirlirtasir serndirrir merrupakan amanah darir Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012. Serbagairmana terrcantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2022 terntang Permasyarakatan merrupakan permbaharuan atas perncabutan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 terntang Permasyarakatan mermirlirkir pernambahan 

fungsir dan sirsterm untuk mermperrbairkir perraturan yang serberlumnya. Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 terntang Permasyarakatan mernonjolkan pernganutan 

paradirgma rerhabirlirtasir dan rerirntergrasir sosiral serhirngga serorang narapirdana dan anak 

mernjadir anggota masyarakat yang bairk dan produktirf serterlah merlakukan masa 

hukumannya dir Lermbaga permasyarakatan.10 

 
8 Vinar Oktarviar, Narpi Arnark Ditemukarn Tewars Garntung Diri, kompars.id/barcar/nusarntarrar, diarkses 
pardar 28 Februarri 2024. 
9 Tommy Sarputrar, Narpi Larpars Barndarr Larmpung Tewars Garntung Diri di Karmarr Marndi,  
detik.com/sumbargsel/beritar/d-705087narpi-arnark-tewars-garntung, diarkses pardar 28 Februarri 2024. 
10 Humars Rutarn Pelariharri, 5 Harl Barru yarng Diubarh Pardar Undarng-Undarng Nomor 22 Tarhun 2022 
tentarng Pemarsyarrarkartarn, Rutarnpelariharri.kemenkumharm.go.id/informarsi-publik-2, diarkses pardar 28 
Februarri 2024.  
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Hak-hak anak terrserbut harus dirjalankan sercara mernyerluruh, Akan tertapir rerhabirlirtasir 

yang dirlakukan masirh mernermuir tirtirk kerndala karerna perrsoalan terknirs dan non-

terknirs, serperrtir sarana dan prasarana ataupun kermampuan pertugas kermasyarakatan 

untuk dapat mermberrirkan birmbirngan dan perngawasan, serhirngga serrirng terrjadir 

program rerhabirlirtasir yang tirdak maksirmal yang berrdampak pada kerserhatan merntal 

dan firsirk serbagairmana  terlah terrurair pada kasus dir atas.11  

Alterrnatirf yang dirlakukan adalah merlakukan pernderkatan yang berrbasirs pada irlmu 

Pernologir. Pernologir lerbirh dirkernal derngan irstirlah polirtirk krirmirnal (crirmer control) 

yang sercara terrmirnologirs merrupakan irlmu yang mermperlajarir serbuah perjatuhan 

sanksir atau pirdana (straf).12 Paradirgma yang dirperrjuangkan dalam irlmu pernologir 

berrsirfat postmoderrnirsmer, merrupakan serbuah irlmu rerformasir dan rerhabirlirtasir dalam 

perngerlolaan pernjara yang pernanggulangannya dirlakukan derngan mermperrhatirkan 

permernuhan hak warga birnaan.13 Dalam wacana pernologir moderrn pernjara harus 

dirrancang serbagair kergiratan permbirnaan dalam rangka merrerhabirlirtasir dan 

merngirntergrasirkan terrpirdana dir masyarakat.14 

Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terntang permasyarakatan 

mernambahkan fungsir perlayanan dan perrawatannnya derngan mermberrirkan layanan 

perrawatan serbagairmana dirmaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) salah satunya adalah 

rerhabirlirtasir. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tirdak mernjerlaskan sercara jerlas 

merkanirsmer terknirs rerhabirlirtasir yang dirmaksud. Namun berrangkat darir permernuhan 

hak-hak anak birnaan terrserbut, konserp yang dirbawa olerh Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 adalah konserp rerhabirlirtasir. Serbagair gambarannnya dir nergara 

Calirfornira bagiran darir Amerrirka Serrirkat yang mernerrapkan program perndirdirkan dan 

perngobatan merntal bagir narapirdana dir Lermbaga permasyarakatannya derngan 

merlakukan pernirngkatan kirnerrja untuk perngawasan hirngga pernirlairan terrhadap 

 
11 Verarwarti Ismaril, Lisnarwarty W Bardu, darn Nuvarzriar Archir, 2024, Farktor Pengharmbart Pelarksarnararn 
Reharbilitars Arnark Penggunar Narrkobar Di Lembargar Pembinararn Khusus Arnark, Jurnarl Duniar Ilmu 
Hukum darn Politik, Vol 2 No 2, hlm. 18.  
12 Farjarr Arri Sudewo, 2022, Penologi darn Teori Pemidarnararn, Cirebon: Djarvar Sinarr Perkarsar, hlm. 
21. 
13 Ibrarhim Fikmar Edrisy, Irharmmudin, darn dkk, 2023, Penologi, Barndarr Larmpung: Pusarkar Mediar, 
hlm. 2. 
14 Widodo darn Wiwik Utarmi, 2014, Hukum Pidarnar darn Penologi, Yogyarkarrtar: Arswarjar Pressindo, 
hlm. 12. 



 6 

sermua fasirlirtas guna mermernuhir kerbutuhan hak narapirdana serlama dir pernjara 

derngan tirdak mermberbankan nergara dalam permbirayaannya.15 Karerna irtu pernologir 

merlakukan serdirkirt korerksir derngan cara mermberrirkan sudut padang suatu 

pernghukuman atau permernjaraan yang irderal bagir narapirdana agar prosers permbirnaan 

merlaluir program rerhabirlirtasir dapat berrjalan sercara maksirmal dan sersuair darirpada 

tujuan perraturan perrundang-undangan irtu serndirrir. 

Lermbaga Permasyarakatan bukan sermata-mata merrumuskan tujuan darir pirdana 

pernjara, merlairnkan suatu sirsterm permbirnaan, suatu Merthodology dalam birdang 

Treratmernt of Offernderrs.16 LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung perrlu merlakukan 

pernirnjauan sercara derskrirptirf dan analirtirk serhirngga dapat merngertahuir apakah 

perlaksanaan dan permernuhan hak atas anak birnaan permasyarakatan terlah terrpernuhir. 

Berrdasarkan latar berlakang perrmasalahan dir atas, pernulirs terrtarirk untuk merngkajir 

dan mernulirs pernerlirtiran derngan judul “Analisis Perlaksanaan Rerhabirlirtasir terrhadap 

Anak Berrhadapan derngan Hukum perrsperktirf pernologir (Studir Pada LPKA Kerlas IrIr 

A Bandar Lampung)”.  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Perrmasalahan Pernerlirtiran  

Berrdasarkan urairan latar berlakang masalah dir atas, maka pernulirs merrumuskan 

pokok perrmasalahan yang akan dirangkat serbagair berrirkut: 

a. Bagairmanakah perlaksanaan rerhabirlirtasir Anak Berrhadapan derngan Hukum 

dalam perrsperktirf pernologir pada LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung? 

b. Apakah faktor pernghambat perlaksanaan rerhabirlirtasir Anak Berrhadapan derngan 

Hukum dalam perrsperktirf  pernologir pada LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung? 

2. Ruang Lirngkup Pernerlirtiran 

Ruang lirngkup irlmu dalam pernerlirtiran irnir adalah Hukum Perlaksanaan Pirdana 

serbagair dasar dalam pernganalirsirsan materrir yang berrterma Anak yang berrkairtan 

 
15 Marc Tarylor, 2017, Improving in prison Reharbilitartion Prograrms, Carliforniar: Laro Report, hlm.3. 
16 Budi Rizki darn Rini Farthonarh, 2014, Studi Lembargar Penegark Hukum (SLPH), Barndarr 
Larmpung: Justice Publisher,  hlm. 117. 
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derngan hukuman yang dirberrirkan anak berrhadapan derngan hukum (ABH) 

berrdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terntang Permasyarakatan 

dirtirnjau darir Irlmu Pernologir. Ruang lirngkup lokasir pernerlirtiran adalah Lermbaga 

permbirnaan khusus anak kerlas IrIr Bandar Lampung derngan ruang lirngkup waktu 

pernerlirtiran dan  perlaksanaannya  dirlakukan  pada Tahun 2024. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan pernerlirtiran 

Berrdasarkan rumusan masalah dir atas maka tujuan pernerlirtiran pernulirs, serbagair 

berrirkut: 

a. Untuk merngertahuir perlaksanaan rerhabirlirtasir Anak Berrhadapan derngan Hukum 

dalam perrsperktirf pernologir pada  LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung. 

b. Untuk merngertahuir faktor pernghambat perlaksanaan rerhabirlirtasir Anak 

Berrhadapan derngan Hukum dalam perrsperktirf pernologir pada LPKA Kerlas IrIr 

Bandar Lampung.  

2. Kergunaan Pernerlirtiran 

Kergunaan pernerlirtiran irnir terrdirrir darir kergunaan sercara terorirtirs dan kergunaan sercara 

praktirsir serbagair berrirkut: 

a. Kergunaan terorirtirs, pernerlirtiran irnir berrguna untuk merngermbangkan irlmu 

perngertahuan khususnya dalam birdang hukum pirdana untuk mermperrdalam 

Permahaman merngernair irlmu pernologir terrhadap pandangan atau tirnjauan dir 

Lermbaga Permbirnaan Khusus Anak Kerlas IrIr Bandar Lampung, serrta dapat 

mernjadir bahan perrtirmbangan untuk pernerlirtiran serlanjutnya. 

b. Kergunaan praktirs, hasirl pernerlirtiran irnir dirharapkan dapat mernambah bagir pernulirs 

merngernair irlmu Pernologir, adanya pernulirsan irnir dirharapkan ker derpannya 

mernjadir sumbangan irnformasir dalam merlerngkapir dan merngermbangkan 

perrberndaharaan irlmu hukum khususnya hukum pirdana Unirverrsirtas Lampung 

dan mermperrluas wawasan dalam dunira ermpirrirk, serrta mermernuhir perrsyaratan 

untuk mernyerlersairkan perndirdirkan strata satu (S1) dir Fakultas Hukum 

Unirverrsirtas Lampung. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.Kerrangka Terorirtirs  

Terorir adalah serbuah konserp abstraksir landasan berrpirkirr derngan tujuan untuk  

mermberntuk atau mernarirk kersirmpulan pada suatu pernerlirtiran.17 Adapun terorir yang  

mernjadir landasan pernerlirtiran irnir serbagair berrirkut: 

a. Terorir Rerhabirlirtatirf (Permulirhan) 

Upaya rerhabirlirtatirf adalah suatu kergiratan yang dirtujukan kerpada berkas pernderrirta 

(pasirern yang sudah tirdak mernderrirta pernyakirt) agar dapat berrirnterraksir sercara normal 

dalam lirngkungan sosiral.18 Permirdanaan dirkernal derngan adanya rerhabirlirtasir yang 

merrupakan salah satu kergiratan perngobatan atau pernyermbuhan bagir para perlaku atau 

korban tirndak pirdana. Soerparman serndirrir dalam jajak perndapatnya mernerrangkan 

rerhabirlirtasir serbagair irnstirtusir yang mermirlirkir sirfat sermir terrtutup, artirnya hanya orang-

orang terrterntu derngan kerperntirngan khusus yang dapat merngaksers kawasan irnir. 

Rerhabirlirtasir bagir warga birnaan permasyarakatan merrupakan perlatirhan kerterrampirlan 

dan perngertahuan agar terrhirndar darir tirndak pirdana lairnnya.19 

Program rerhabirlirtasir serndirrir sercara struktural terrdirrir darir tirndakan yang berrsirfat 

koordirnatirf dan sirstermatirs, terrmasuk dalam birmbirngan perngobatan kerdokterran,  

spirrirtual, psirkososiral, agama, dan permbernahan merlaluir jalur perndirdirkan untuk 

mernirngkatkan kermampuan berradaptasir, dan kermandirriran serrta perrolerhan kapasirtas 

fungsironal yang sersuair derngan poternsir firsirk, merntal, sosiral, dan erkonomir serserorang. 

Fungsir adanya rerhabirlirtasir irnir sertirdaknya terrbagir mernjadir berragam asperk yang 

terrdirrir darir :20 

 
17 Richarrd West, 2008, Pengarntarr Teori Komunikarsi Arnarlisis darn Arplikarsi Edisi Ke 3, Jarkarrtar: 
Sarlembar Humarnikar, hlm. 49. 
18 Sarilar Arrimy, 2016, Uparyar Preventif darn Reharbilitartif Bardarn Penarsehartarn, Pembinararn, darn 
Pelestarriarn Perkarwinarn darlarm Membentuk darn Mempertarharnkarn Keharrmonisarn Keluarrgar. Skripsi 
Farkultars Ilmu Darkwarh darn Ilmu Komunikarsi, Universitars Islarm Negri Syarrif Hidaryartullarh, hlm. 67. 
19 Ranu Mahesti, 2021, Pendampingan Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika, Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 
Hasanudin, hlm. 62 
20 Edy Supriyarnto, 2020, Reharbilitarsi Barntuarn Hukum Arnark Korbarn Kekerarsarn Darlarm Rumarh 
Tarnggar, Jurnarl Yure Humarno, Vol 4 No 2, hlm. 42.  
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1) Fungsir permahaman, artirnya mermberrirkan wawasan dan permahaman terntang 
manusira dan perrmasalahan hirdupnya serrta cara mernyerlersairkan perrmasalahan 
hirdup derngan mulira, bairk dan bernar. 

2) Fungsir perngerndaliran, artirnya mermbangun serbuah rasa ermpatir kerpada tuhannya 
derngan cara berraktirvirtas merlaluir perngawasan dan perngerndaliran kerpada 
tuhannya agar sergala sersuatunya tirdak mernyirmpang darir kerbernaran, kerbairkan 
dan kermaslahatan. Ersernsir kerhirdupan akan terrgapair birlamana kersuksersan dan  
firtrah dirrir akan serlalu maju dan perrkermbangan posirtirf serrta kerserlarasan dan 
kerserlarasan dalam berrmasyarakat kerhirdupan bairk sercara horirzontal dan 
verrtirkal. 

3) Fungsir analirsa ker derpan, artirnya derngan perngertahuan terrserbut, serserorang akan 
mermirlirkir poternsir dasar untuk merlakukan analirsirs masa derpan terrhadap sergala 
perrirstirwa,  perrkermbangan masyarakat dan tirap kerjadiran yang diralamir serorang 
irndirvirdu. 

4) Fungsir perncergahan, artirnya mermahamir, mermperlajarir  dan mernerrapkan irlmu 
terrserbut agar serserorang dapat terrhirndar darir sirtuasir atau perrirstirwa yang 
merrugirkan dirrirnya merntal, spirrirtual serrta jirwanya karerna mungkirn mermirlirkir 
poternsir prerverntirf bagir serserorang terrserbut agar dapat terrhirndar darir perrirlaku 
terrlarang yang dirhirndarir olerh masyarakat. 

5) Fungsir pernyermbuhan atau perrawatan, artirnya mermbantu serserorang dalam 
merlaksanakan perngobatan, pernyermbuhan dan perrawatan terrhadap gangguan 
atau pernyakirt khususnya gangguan jirwa, rohanir dan kerjirwaan.  
 

 
b. Terorir Faktor yang Mermperngaruhir Pernergakkan Hukum 

Faktor-faktor yang mermperngaruhir suatu pernergakkan hukum mermpunyair artir nertral 

serhirngga dampak posirtirf atau nergatirfnya terrlertak pada irsir faktor-faktor terrserbut. 

Faktor-faktor terrserbut, adalah serbagair berrirkut:21 

1. Faktor hukumnya serndirrir, yang dir dalam tulirsan irnir akan dirbatasir pada 
perrundang-undangan saja. 

2. Faktor pernergak hukum, yaknir pirhak pirhak yang mermberntuk maupun 
mernerrapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasirlirtas yang merndukung pernergakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yaknir lirngkungan dir mana hukum terrserbut berrlaku atau 

dirterrapkan. 
5. Faktor kerbudayaan, yaknir serbagair hasirl karya, cirpta, dan rasa yang dirdasarkan 

pada karsa manusira dir dalam perrgaulan hirdup. 

 
 
 
 

 
21 Soerjono Soekarnto, 2019, Farktor-farktor yarng Mempengarruhi Penegarkkarn Hukum, Depok: 
Rarjarwarli Pers, hlm. 8. 
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c. Terorir Pernologir 

Pernologir (pernology) sercara ertirmologirs berrasal darir kata pernos dan logos artirnya 

serbagair irlmu perngertahuan terntang kerjahatan. Pernologir merrupakan irlmu terrapan atau 

perngermbangan serrta perlaksanaan permirdanaan. Olerh karerna irtu pernologir dirserbut 

juga serbagair polirtirk krirmirnal (Crirmirnerler Polirtirerk, Control of Crirmer) yang tirdak 

hanya mermperlajarir kerterntuan yang ada dalam perrundang-undangan saja,  

Pernologir tirdak hanya mermperlajarir hal-hal yang berrkairtan derngan pirdana, tertapir juga 

yang dir luar pirdana.22 Pernologir serbagair irlmu perngertahuan yang mermperlajarir serjarah 

hirngga tujuan dan manfaat suatu permirdanaan yairtu merlaluir prosers rerhabirlirtasir,rer-

erdukasir, rersosiralirsasir.23 

Kerdudukan Pernologir dalam Irlmu Hukum  

1) Pernologir posirsirnya dalam irlmu hukum dirserbut serbagair irlmu normatirf serbagair 
dogmatirk hukum (law irn ther book) yairtu hukum dirperlajarir serbagair norma 
kairdah dalam perraturan Perrundang-undangan, Kirtab Undang-Undang, 
Yurirsprudernsir, Konvernsir Irnterrnatironal. 

2) Irlmu hukum ermpirrirs yairtu hukum dalam kernyataannya dir masyarakat (law irn 
actiron) irlmu kernyataan hukum (sosirologir hukum, antropologir hukum, 
psirkologir hukum, krirmirnologir, pernologir, virktirmologir). 

Tujuan Pernologir lerbirh mermfokuskan perrhatirannya pada obyerk studir krirmirnologir, 

yaknir reraksir sosiral, derngan mermperlajarir hal-hal yang terrkairt derngan perrkermbangan 

hukuman artir dan manfaat yang berrhubungan derngan “control of crirmer”.24 

2.Konseptual 

Kerrangka konserptual merrupakan susunan konserp pernerlirtiran, perngamatan, 

perncergahan terrjadirnya salah perngerrtiran atau permahaman terrhadap irstirlah yang 

dirgunakan dalam pernulirsan irnir, maka dirberntuk berrirkan derfirnirsir antara lairn: 

a. Rerhabirlirtasir adalah peryermbuhan dan/atau permulirhan merlaluir prosers merndirdirk 

kermbalir merrerka yang terlah merlakukan kerjahatan dan mermperrsirapkan merrerka 

 
22 I Gusti Ngurarh Parrarwartar, 2016, Barharn Arjarr Martar Kuliarh Penologi, Barli: Farkultars Hukum 
Universitars Udaryarnar, hlm. 4-5. 
23 Widodo darn Wiwik Utarmi, 2014, Op.Cit, hlm. 73. 
24 Ibid. 
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untuk kermbalir mermasukir masyarakat serrta permulirhan untuk merngatasir sermua 

akar perrmasalahan kerjahatan.25 

b. Pirdana Pernjara adalah suatu pirdana berrupa perrampasan kermerrderkaan atau 

kerberbasan berrgerrak darir serorang terrpirdana derngan mernermpatkannya dir 

Lermbaga Permasyarakatan.26 

c. Anak berrhadapan derngan Hukum, mernurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 terntang Sirsterm Perradirlan Pirdana Anak, serhirngga dapat dirartirkan anak yang 

berrhadapan derngan hukum adalah anak yang berrkonflirk derngan hukum, anak 

yang mernjadir korban tirndak pirdana, dan anak yang mernjadir saksir tirndak pirdana. 

Kerterntuan irnir dirserbut dalam pasal satu nomor dua. Berrdasarkan derfirnirsir irnir dapat 

dirserbutkan bahwa terrdapat tirga katergorir anak yang berrhadapan derngan hukum. 

d. Lermbaga Permasyarakatan adalah irnstirtusir terknirs dir jajaran Derpartermern 

Kerhakirman dan Hak Asasir Manusira dan mernjadir wadah mermasyarakatkan 

kermbalir sertirap orang (Irndirvirdu) yang terlah merlakukan perlanggaran hukum.27 

e. Lermbaga Permbirnaan Khusus Anak adalah Lermbaga termpat serorang Anak 

mernjalanir masa pirdananya yang mermpunyair tugas merlaksanakan permbirnaan 

anak dirdirk permasyarakatan. 

f. Pernologir adalah Irlmu yang mermperlajarir terntang masalah pernghukuman 

permirdanaan serrta sirsterm atau cara bagairmana mermperrlakukan serserorang yang 

serdang mernjalanir hukuman derngan sirsterm rerformasir dan rerhabirlirtasir merngernair 

pernjahat dan perngerlolaannya.28 

E. Sistematika Penulisan 

Sirstermatirka pernulirsan akan merngurairkan kerserluruhan yang akan dirsajirkan derngan 

berrtujuan untuk mermudahkan permbaca dalam mermahamir dam mermperrolerh 

gambaran sercara kerserluruhan terrkairt derngan pernerlirtiran irnir. Sirstermatirka darir 

pernulirsan skrirpsir adalah serbagair berrirkut: 

 
25 Ibid. 
26 Dwidjar Priyarnto, 2013, Sistem Pelarksarnararn Pidarnar Penjarrar di Indonesiar, Barndung: Rarfikar 
Arditarmar, hlm. 71-72. 
27  Budi Rizki darn Rini Farthonarh, Op.cit, hlm. 101. 
28 Sarhart Marruli T. Situmearng, 2019, Diktart Martar Kuliarh Penologi, Barndung: Farkultars Hukum 
Universitars Komputer Indonesiar, hlm. 3. 
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I. PENDAHULUAN 

Bab irnir mermuat terntang latar Berlakang, perrmasalahan dan ruang lirngkup pernerlirtiran, 

tujuan dan kergunaan pernerlirtiran, kerrangka terorirtirs dan konserptual serrta sirstermatirka 

pernulirsan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab irnir berrirsir tirnjauan pustaka darir berrbagair kajiran yang berrhubungan derngan 

pernyusunan skrirpsir yang terrdirrir darir, Tirnjauan Umum Rerhabirlirtasir, Faktor-Faktor 

yang Mermperngaruhir Pernergakkan Hukum,  Perngerrtiran terntang Anak Berrhadapan 

derngan Hukum (ABH), Tirnjauan Perrkermbangan Terorir Permirdanaan dir Irndonersira, 

Tirnjauan Umum terntang Pernologir. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab irnir akan merngurairkan mertoder pernerlirtiran yang dirlakukan pernerlirtir untuk 

mermperrolerh data yang akurat, dirmulair darir pernderkatan masalah, sumberr data, 

pernerntuan narasumberr, proserdur perngumpulan dan perngolahan data serrta analirsirs 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab berrirsirkan terntang permbahasan berrdasarkan hasirl pernerlirtiran terrhadap 

perrmasalahan yang ada yaknir berrupa, Perran Le rmbaga Pe rmbi rnaan Khusus Anak 

Ke rlas I rI r di r Bandar Lampung  dalam  Perlaksanaan Pirdana Pernjara  perrsperktirf  Irlmu 

Pernologir, serrta faktor yang mernjadir pernghambat dalam Perlaksanaan Pirdana Pernjara 

terrhadap anak berrhadapan derngan hukum dir Lermbaga Permbirnaan Khusus Anak 

kerlas IrIr Bandar Lampung. 

V. PENUTUP 

Merrupakan Bab yang berrirsir terntang kersirmpulan darir hasirl permbahasan yang berrupa 

jawaban darir perrmasalahan berrdasarkan hasirl pernerlirtiran serrta berrirsirkan saran-saran 

pernulirs yang dirsampairkan kerpada pirhak-pirhak yang terrkairt derngan pernerlirtiran 

serhirngga dapat dirpahamir dan berrguna derngan bairk. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Rehabilitasi  

Rerhabirlirtasir sercara harfirah merrupakan prosers pernirngkatan pasca trauma agar 

mampu merlakukan sergala upaya untuk merncapair manfaat optirmal bairk sercara firsirk, 

merntal, sosiral, erkonomir dan perkerrjaan. Dalam sudut pandang permbirnaan, 

rerhabirlirtasir dirartirkan serbagair rangkairan holirstirk dan sirstermatirs merngernair 

pernanganan psirkososiral, merdirs, vokasironal, dan firsirk yang berrtujuan dalam 

mernirngkatkan permberrdayaan serserorang untuk merrairh perrubahan sosiral dalam 

berrirnterraksir sersama masyarakat.29 

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP menyatakan “hak seseorang untuk 

mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta 

martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan 

karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan 

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang 

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi 

merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan 

atau pengobatan. 

Rehabilitasi dalam Perspektif Hukum Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya 

pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial 

dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan hak yang 

 
29 Susarnto, 2022, Optimarlisarsi Pemenuharn Hark Pendidikarn Arnark di Lembargar Pembinararn Khusus 
Arnark (LPKAr), Jurnarl Ilmiarh Universitars Bartarngharri Jarmbi, Vol 22 No 1, hlm. 14. 
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dijamin oleh negara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini 

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang mengatur mekanisme rehabilitasi secara 

komprehensif.30 

Rerhabirlirtasir dalam irlmu pernologir merrupakan kergiratan permbirnaan dan 

permbirmbirngan yang manusirawir, karerna terrpirdana adalah orang yang perrlu 

dirbirmbirng dan dirperrbairkir, bairk sirsir moral ataupun tirngkah lakunya yang terrfokus 

pada kerbutuhan dasar narapirdana tujuannya untuk merngobatir dan mermulirhkan 

serorang narapirdana. Dalam perlaksanaan programnya perrlu pernyersuairan moderl 

yang dirsusun sercara komprerhernsirf (multir-dirsirplirn irlmu) sersuair perrsperktirf pernologir 

baru yang berrsirfat rerprersirf.31 

Derfirnirtirf rerhabirlirtasir dapat dir urairkan adalah rangkairan permulirhan dan/atau 

perngobatan yang sercara khusus fasirlirtasirnya dirberrirkan olerh pirhak terrterntu, yairtu 

dalam konterks irnir adalah nergara atau permerrirntahan. Rerhabirlirtasir dirberrirkan kerpada 

para korban atau perlaku serbagair upaya mermbantu untuk mermulirhkan atau 

mernirngkatkan kerberrfungsiran sosiral. Kerberrfungsiran yang dirmaksud adalah suatu 

keradaan dirmana serserorang berrperran sersuair derngan norma-norma yang berrlaku dir 

masyarakat atau harapan lirngkungan dan perran merrerka.32 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Institusi Penerima Wajib Lapor menetapkan standar pelayanan rehabilitasi medis 

yang mencakup asesmen, penyusunan rencana terapi, program rehabilitasi sesuai 

kebutuhan, dan program pascarehabilitasi.33 Keberhasilan program rehabilitasi 

 
30 Andri, M. dan Wijaya, R, 2024. Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba: Studi Implementasi 
di Indonesia, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, Vol. 15 No.1, hlm. 23-35. 
31 Widodo darn Wiwik Utarmi, 2014, Op.Cit, hlm. 74. 
32 Armarr Mar’ruf darn Zulkarrnarin, 2023, Pemikirarn Hukum Tartar Negarrar darn Perbarndingarn Hukum, 
Jurnarl Darrussarlarm, Vol. 3, No. 1, hlm. 6. 
33 Pratama, S., 2023, Analisis Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu 
Narkotika, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No.2, hlm. 145-160.  
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tidak terlepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga 

penegak hukum, institusi kesehatan, dan masyarakat.34 

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN 

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke 

dalam Lembaga Rehabilitasi menjadi landasan koordinasi antar lembaga. Integrasi 

layanan dan penguatan sistem rujukan antar institusi menjadi kunci efektivitas 

program rehabilitasi dalam memulihkan pecandu dan mencegah kekambuhan. 

Pasal 35 ayat (1) Perraturan Nomor 58 Tahun 2022 terntang Berntuk dan Tata Cara 

Perlaksanaan Pirdana dan Tirndakan Terrhadap Anak mernjerlaskan bahwa rerhabirlirtasir 

sosiral akan dirkernakan kerpada anak birla mermang dirperrlukannya suatu tirndakan 

untuk irtu. Lerbirh lanjut, Pasal 35 ayat (2) pada perraturan a quo terrbagir mernjadir 

berragam berntuk, antara lairn : 

a. motirvasir dan diragnosirs psirkososiral; 
b. perrawatan perngasuhan; 
c. birmbirngan merntal dan spirrirtual; 
d. birmbirngan firsirk; 
e. birmbirngan sosiral dan konserlirng psirkososiral; 
f. birmbirngan kerterrampirlan dan permbirnaan kerwirrausahaan; 
g. perlayanan aksersirbirlirtas; 
h. bantuan dan asirsternsir sosiral; 
i. birmbirngan rersosiralirsasir; 
j. birmbirngan lanjut; dan/atau 
k. rujukan. 

 

Rerhabirlirtasir irnir dirlakukan dalam rangka mernjalankan 2 (dua) fungsir ersernsiral dalam 

perlaksanaan rerhabirlirtasir, yairtu pada fungsir perncergahan dan fungsir permulirhan.35 

Fungsir perncergahan berrmaksud mermberrirkan perlajaran dalam mernerrapkan irlmu 

terrserbut, orang terrserbut berrmaksud untuk mernghirndarir serserorang agar dapat 

terrhirndar darir sirtuasir atau keradaan yang mernghancurkan dirrirnya, jirwanya, merntal 

 
34 Kusuma, D., dan Hartanto, B, 2023, Penguatan Sistem Rujukan dalam Program Rehabilitasi 
Narkoba: Perspektif Multistakeholder, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.11 No.3, hlm. 
78-92. 
35 Maryar Sharfirar, Deni Archmard darn dkk, 2022, Hukum Pemarsyarrarkartarn darn Penintensier, Barndarr 
Larmpung: Pusarkar Mediar, hlm. 80. 
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dan kerhirdupan spirrirtualnya. Karerna mungkirn mermirlirkir poternsir prerverntirf, serrta 

fungsir permulirhan serbagair yang akan mernolong serserorang dalam merlakukan 

perrawatan, pernyermbuhan dan perngobatan pada pernyakirt, terrutama pada  gangguan 

jirwa, rohanir dan psirkirs, serperrtir fokus dalam berrirbadah, maka  hatir dan jirwa akan 

mernjadir ternterram dan ternterram, serrta pirkirran dan ertos kerrja mernjadir berrsirh darir 

gangguan pirkirran nergatirf.36 

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan 

melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah 

melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan sistem masyarakat ini 

mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak 

Asasi Manusia (HAM). 37 Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi teknik di 

jajaran departemen kehakiman dan hak asasi manusia dan menjadi wadah 

memasyarakatkan Kembali setiap individu yang telah melakukan pelanggaran 

hukum, cukup relevan dikedepankan oleh karena mengingat Lembaga 

Pemasyarakatan adalah institusi yang berhubungan langsung dengan pembinaan 

warga binaan dan juga tahanan.38 

Konsepsi pemasyarakatan, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana 

penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang 

Treatment Of Offenders. Itu pemasyarakatan merupakan bagian dari pidana pokok 

dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Kegiatan dalam Lembaga 

pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi 

mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan 

memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. 

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses 

rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lembaga 

pemasyarakatan. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan 

 
36 Ibid. 
37Ibid. 
38Ibid. 
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visi dan misi pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana, agar 

keberadaannya dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.39 

Permbaharuan derngan pernambahan fungsir perrawatan dir Lermbaga Permasyarakat 

terrkairt rerhabirlirtasir terrdapat dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2022 terntang Permasyarakatan. Rerhabirlirtasir yang dirlakukan olerh pirhak 

LPKA harus dirlakukan sercara koherrern, terrmasuk dalam rerhabirlirtasir merdirk, sosiral 

maupun kerterrampirlan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

mernerrangkan bahwa sirsterm permasyarakatan, terrmasuk dalam perlaksanaan 

rerhabirlirtasir mermirlirkir serbuah amanah atau tujuan untuk mermberrirkan jamirnan 

perrlirndungan terrhadap hak tahanan dan anak, mernirngkatkan kualirtas kerprirbadiran 

dan kermandirriran warga birnaan agar mernyadarir kersalahan, mermperrbairkir dirrir, dan 

tirdak merngulangir tirndak pirdana, serhirngga dapat dirterrirma kermbalir olerh lirngkungan 

masyarakat, dapat hirdup sercara wajar serbagair warga yang bairk, taat hukum, 

berrtanggung jawab, dan dapat aktirf berrperran dalam permbangunan, dan mermberrirkan 

perrlirndungan kerpada masyarakat darir perngulangan tirndak pirdana.40  

Berdasarkan perspektif ilmu penologi modern dan mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, program rehabilitasi perlu 

diimplementasikan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek 

pembinaan dan reintegrasi sosial.41 Pendekatan ini sejalan dengan filosofi 

pemasyarakatan yang menekankan pada proses pembinaan yang humanis dan 

berorientasi pada pemulihan. Kajian penologi kontemporer menunjukkan bahwa 

keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada pendekatan yang holistik, 

melibatkan tidak hanya aspek medis dan psikologis, tetapi juga mempertimbangkan 

faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses pemulihan.42  

 
39Ibid, hlm. 117 
40 Ibid, hlm. 77. 
41 Putra, A.K., dan Rahmawati, D. 2024, Implementasi UU Pemasyarakatan Baru: Analisis dari 
Perspektif Penologi Modern." Jurnal Hukum dan Kebijakan Pidana, Vol.16 No.1, hlm. 45-62. 
42 Sari, E.P., dan Gunawan, H. 2023, Pendekatan Holistik dalam Rehabilitasi Narkoba: Studi 
Penologi Kontemporer, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.19 No.2, hlm. 112-128. 
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum 

Pernergakkan hukum sercara konserpsironal mermirlirkir artir pernyerrasiran hubungan nirlair-

nirlair yang terrjabarkan sirkap tirndak serbagair rangkairan pernjabaran nirlair tahap akhirr, 

untuk merncirptakan, mermerlirhara, dan mermperrtahankan kerdamairan perrgaulan 

hirdup.43 Pernergakkan hukum serbagair suatu prosers, pada hakirkatnya merrupakan 

pernerrapan dirskrersir yang mernyangkut mermbuat kerputusan yang tirdak sercara kertat 

diratur olerh kairdah hukum, akan tertapir mermpunyair unsur pernirlairan prirbadir. 44 Atas 

dasar urairan dir atas dapatlah dirkatakan, bahwa gangguan terrhadap pernergakkan 

hukum mungkirn terrjadir, apabirla ada kertirdakserrasiran antara nirlair, kairdah dan pola 

perrirlaku, olerh karerna irtu pernergakkan hukum bukanlah sermata-mata berrartir 

perlaksanaan perrundang-undangan, walaupun dir dalam kernyataannya dir Irndonersira 

kercernderrungannya dermirkiran. Serhirngga dapatlah dirtarirk suatu kersirmpulan, bahwa 

masalah pokok pernergakkan hukum serbernarnya terrlertak pada faktor-faktor yang 

mermperngaruhirnya. Faktor-faktor terrserbut mermpunyair artir nertral serhirngga dampak 

posirtirf atau nergatirfnya terrlertak pada irsir faktor-faktor serbagair berrirkut:45 

1. Faktor hukumnya serndirrir, yang dir dalam tulirsan irnir akan dirbatasir pada 
perrundang-undangan saja. 

2. Faktor pernergak hukum, yaknir pirhak pirhak yang mermberntuk maupun 
mernerrapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasirlirtas yang merndukung pernergakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yaknir lirngkungan dir mana hukum terrserbut berrlaku atau 

dirterrapkan. 
5. Faktor kerbudayaan, yaknir serbagair hasirl karya, cirpta, dan rasa yang dirdasarkan 

pada karsa manusira dir dalam perrgaulan hirdup. 

Undang-Undang dir dalam tulirsan irnir dirartirkan dalam artir materrirerl yairtu perraturan 

terrtulirs yang berrlaku umum dan dirbuat olerh Pernguasa Pusat maupun Daerrah yang 

sah. Derngan dermirkiran, maka undang-undang dalam materrirerl (serlanjutnya dirserbut 

undang-undang) merncakup:46 

 
43 Soerjono Soekarnto, 1979, Penegarkarn Hukum darn Kesardarrarn Hukum, Jarkarrtar: Markarlarh pardar 
Seminarr Hukum Narsionarl ke IV, hlm. 4. 
44 Waryne Lar-Farvre, 1964, The Decision To Tarke ar Suspect ar Into Custody, Boston: Little, Brown 
arnd Comparny, hlm. 4. 
45 Soerjono Soekarnto, 2019, Op.Cit,hlm. 8. 
46 Ibid. hlm. 11. 
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a. Perraturan Pusat yang berrlaku untuk sermua warga nergara atau suatu golongan 

terrterntu saja maupun yang berrlaku umum dir serbagiran wirlayah nergara. 

b. Perraturan  sertermpat yang hanya berrlaku dir suatu termpat atau daerrah saja. 

Undang-Undang mermirlirkir berberrapa asas yang tujuannya agar undang-undang 

terrserbut mermpunyair dampak yang posirtirf dan dapat merncapair tujuannya derngan 

erferktirf. Asas-asas terrserbut antara lairn:47 

1) Undang-Undang tirdak berrlaku surut; artirnya, undang-undang hanya bolerh 
dirterrapkan terrhadap perrirstirwa yang dirserbut dir dalam undang-undang terrserbut, 
serrta terrjadir serterlah undang-undang irtu dirnyatakan berrlaku. 

2) Undang-Undang yang dirbuat olerh pernguasa yang lerbirh tirnggir, mermpunyair 
kerdudukan yang lerbirh tirnggir pula. 

3) Undang-Undang yang berrsirfat khusus mernyampirngkan undang-undang yang 
berrsirfat umum. Artirnya, terrhadap perrirstirwa khusus wajirb dirperrlakukan undang-
undang yang mernyerbutkan perrirstirwa irtu, walaupun bagir perrirstirwa khusus 
terrserbut dapat pula dirberrlakukan undang-undang yang mernyerbutkan perrirstirwa 
yang lerbirh luas ataupun lerbirh umum, yang juga dapat merncakup perrirstirwa 
khusus terrserbut. 

4) Undang-Undang yang berrlaku berlakangan, mermbatalkan undang-undang yang 
berrlaku terrdahulu. Artirnya, undang-undang lairn yang lerbirh dahulu berrlaku dir 
mana diratur merngernair suatu hal terrterntu, tirdak berrlaku lagir apabirla ada undang-
undang baru yang berrlaku berlakangan yang merngatur pula hal terrserbut. 

5) Undang-Undang tirdak dapat dirganggu gugat. 
6) Undang-Undang merrupakan suatu sarana untuk merncapair kerserjahterraan 

spirrirtual dan materriral bagir masyarakat maupun prirbadir, merlaluir perlerstariran 
ataupun permbaharuan (irnovasir). 
 

 Sercara sosirologirs, maka sertirap pernergak hukum terrserbut mermpunyair kerdudukan 

(status) dan perranan (roler). Kerdudukan (sosiral) merrupakan posirsir terrterntu dir dalam 

struktur kermasyarakatan, yang kerdudukannya merrupakan suatu wadah, yang irsirnya 

adalah hak-hak dan kerwajirban yang merrupakan perranan atau roler. Suatu perranan 

terrterntu, dapat dirjabarkan ker dalam unsur-unsur, serbagair berrirkut: 

a) Perranan yang irderal (irderal roler) 

b) Perranan yang serharusnya (erxpercterd roler) 

c) Perranan yang diranggap olerh dirrir serndirrir (perrcerirverd roler) 

 
47 Ibid. hlm. 12-13. 
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d) Perranan yang serbernarnya dirlakukan (actual roler).48 

Pernergak hukum merrupakan golongan panutan dalam masyarakat. Dalam 

pernerrapannya terrdapat halangan-halangan yang mungkirn berrasal darir dirrirnya 

serndirrir atau lirngkungannya. Halangan-halangan yang mermerrlukan pernanggulangan 

terrserbut, adalah: 

a) Kerterrbatasan kermampuan untuk mernermpatkan dirrir dalam perranan pirhak lairn 
derngan sirapa dira berrirnterraksir, 

b) Tirngkat aspirrasir yang rerlatirf berlum tirnggir, 
c) Kergairrahan yang sangat terrbatas untuk mermirkirrkan masa derpan, serhirngga sulirt 

serkalir untuk mermbuat suatu proyerksir, 
d) Berlum adanya kermampuan untuk mernunda permuasan suatu kerbutuhan 

terrterntu, terrutama kerbutuhan materrirerl, 
e) Kurangnya daya irnovatirf yang merrupakan pasangan darir konserrvatirsmer.49 

 

Pernergakan hukum tirdak mungkirn berrjalan langsung tanpa adanya sarana dan 

fasirlirtas terrterntu, antara lairn, merncakup organirsasir yang bairk dan perralatan yang 

mermadair serrta keruangan yang cukup. Kercerpatan pernanganan perrkara sernantirasa 

terrgantung pada masukan sumberr daya yang dirberrirkan dir dalam program 

perncergahan dan permberrantasan kerjahatan. Derngan dermirkiran dapat dirsirmpulkan, 

bahwa sarana atau fasirlirtas mermpunyair perran yang sangat perntirng dir dalam 

pernergakan hukum.50  

Pernergakan hukum yang berrasal darir masyarakat. Berrtujuan untuk merncapair 

kerdamairan dalam masyarakat. Darir sudut sirsterm sosiral dan budaya, Irndonersira 

merrupakan suatu masyarakat majermuk (plural socirerty), terrdapat banyak golongan 

ertnirk derngan kerbudayaan khusus, serhirngga cara-cara yang perrlu dirterrapkan agar 

warga masyarakat merngertahuir dan mermahamir hukum yairtu cara yang lunak 

(perrsuasiron). Serhirngga ada berrsersuairan derngan nirlair-nirlair yang diranut. Pernergakan 

hukum perrlu adanya perngernalan stratirfirkasir sosiral atau perlapirsan masyarakat yang 

ada dir lirngkungan serhirngga dapat merngertahuir lambang-lambang kerdudukan yang 

berrlaku dalam masyarakat. Kermudiran permahaman perrirhal lermbaga sosiral yang 

 
48 Ibid. hlm. 19-18. 
49 Ibid. hlm. 34-35. 
50 Ibid. hlm. 37-44. 
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hirdup, serrta yang sangat dirhargair olerh warga masyarakat sertermpat.51 Sercara terorirtirs 

lermbaga sosiral mermpunyair hubungan fungsironal yang mermirlirkir perngaruh sangat 

bersar terrhadap stabirlirtas maupun perrubahan-perrubahan sosiral-budaya yang akan 

atau serdang terrjadir. Perngertahuan serrta permahaman terrhadap nirlair-nirlair dan norma-

norma atau kairdah-kairdah sangat perntirng dir dalam pernyerlersairan perrserlirsirhan dir 

masyarakat serhirngga masyarakat dalam mernjalankan kerhirdupannya merndapatkan 

kerpastiran hukum.52 

Pernergakan hukum yang berrasal darir faktor kerbudayaan yang serbernarnya berrsatu 

padu derngan faktor masyarakat. Serbagair suatu sirsterm darir sirsterm permasyarakatan, 

maka hukum merncakup, struktur, substansir, dan kerbudayaan.53 Kerbudayaan 

(sirsterm) pada dasarnya merncakup nirlair-nirlair yang merndasarir hukum yang berrlaku. 

Nirlair-nirlair yang merrupakan konserpsir abstrak merngernair apa yang diranggap bairk 

(serhirngga diranutir) dan apa yang diranggap buruk (serhirngga dirhirndarir). 54 Pasangan 

nirlair yang berrperran dalam hukum, adalah serbagair berrirkut:55 

 

a) Nirlair kerterrtirban dan nirlair kerternterraman, 

b) Nirlair jasmanirah atau kerberndaan dan nirlair rohanirah atau kerakhlakan, 

c) Nirlair kerlanggerngan atau konserrvatirsmer dan nirlair kerbaruan atau irnovatirf. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

telah menjadi kerangka fundamental dalam menganalisis efektivitas sistem 

peradilan di Indonesia. Kelima faktor yang meliputi hukum, penegak hukum, 

sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan membentuk suatu sistem yang 

saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Analisis mendalam 

terhadap implementasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kelemahan pada 

 
51 Ibid. hlm. 45-50. 
52 Ibid. hlm. 51-58. 
53 Larwrence M. Friedmarn, 1977, Larw arnd Society Arn Introduction, Englewood Cliffs.N.J: Prentice 
Harll, hlm. 4. 
54 Soerjono Soekarnto, Op.cit, hlm. 59. 
55 Purbarcarkarrar Purnardi darn Soerjono Soekarnto, 1983, Renungarn tentarng Filsarfart Hukum, Jarkarrtar: 
Rarjarwarli, hlm. 4. 
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salah satu aspek dapat mengakibatkan gangguan sistemik pada proses penegakan 

hukum secara keseluruhan.56  

Perkembangan digital dan globalisasi, implementasi teori Soekanto menghadapi 

tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan interpretasi kontemporer. Misalnya, 

faktor sarana dan prasarana kini harus mencakup infrastruktur digital dan sistem 

informasi terintegrasi, sementara kompetensi penegak hukum perlu diperluas 

dengan pemahaman teknologi dan kejahatan siber. Transformasi digital ini tidak 

hanya mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan, tetapi juga mengubah 

karakteristik pelanggaran hukum yang dihadapi.57 Studi terkini menunjukkan 

bahwa kesenjangan digital dalam masyarakat dapat menciptakan disparitas dalam 

akses terhadap keadilan, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum.58 

Aspek budaya hukum dan kesadaran masyarakat mengalami pergeseran signifikan 

seiring dengan perubahan sosial yang dipercepat oleh media sosial dan komunikasi 

digital. Analisis kontemporer menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum 

masyarakat tidak lagi dapat didekati dengan cara-cara konvensional, melainkan 

membutuhkan strategi yang mengintegrasikan platform digital dan pendekatan 

participatory justice. Fenomena viral di media sosial, misalnya, telah menciptakan 

dinamika baru dalam cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu hukum.59 

 

Evaluasi komprehensif terhadap implementasi teori Soekanto dalam konteks 

modern menunjukkan perlunya pengembangan indikator-indikator baru dalam 

mengukur efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tradisional perlu diperluas 

untuk mengakomodasi kompleksitas tantangan kontemporer, seperti kejahatan 

transnasional, isu-isu lingkungan global, dan pelanggaran hak digital. Studi terbaru 

mengindikasikan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, 

 
56 Wijaya, H., dan Rahman, A, 2024. Reinterpretasi Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto di 
Era Digital, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 54 No.1, hlm. 78-95.  
57 Davidson, R., dan Sulistyowati, E. 2023,Digital Transformation in Law Enforcement: Indonesian 
Perspective. Asian Journal of Law and Society, Vol. 10 No.2, hlm. 156-173. 
58 Nugroho, S., dan Prayitno, B. 2024, Kesenjangan Digital dan Akses Keadilan dalam Sistem 
Hukum Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 24 No.1, hlm. 45-62.  
59 Chen, L., dan Kusumawati, R. 2023, Social Media Impact on Legal Awareness: A Comparative 
Study, Journal of Law and Digital Society, Vol. 15 No. 3,hlm. 267-284.  
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partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal dapat menghasilkan model penegakan 

hukum yang lebih adaptif dan responsif.60 

Faktor-faktor yang mermperngaruhir perngakkan hukum diratas berrdasar perndapat 

Soerrjono Soerkanto dapat mernjadir irndirkator dalam mernerntukan hambatan 

perlaksanaan pernergakan hukum yang terrjadir dir dalam ruang lirngkup masyarakat, 

serhirngga apabirla faktor-faktor yang mermperngaruhir pernergakan hukum terrserbut 

terlah dirkertahuir, maka tahapan serlanjutnya adalah merrerncanakan solusir untuk 

mernghapus rangkairan hambatan pernergakan hukum. Faktor-faktor yang 

mermperngaruhir pernergakan hukum mernjadir permbahasan yang mernarirk karerna akan 

mernjadir dasar analirsirs dalam mernirndaklanjutir rumusan perrmasalahan dalam 

pernerlirtiran irnir.  

Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa meskipun kerangka dasar teori Soekanto 

masih relevan, implementasinya membutuhkan reinterpretasi dan pengembangan 

untuk menghadapi kompleksitas tantangan modern. Integrasi antara pendekatan 

tradisional dan inovasi kontemporer dalam penegakan hukum menjadi kunci dalam 

menciptakan sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan. Transformasi digital 

dan perubahan sosial yang pesat mengharuskan adanya evaluasi berkelanjutan 

terhadap strategi penegakan hukum, dengan tetap memperhatikan keseimbangan 

antara kepastian hukum dan keadilan sosial.61 Dalam kasus-kasus yang melibatkan 

dimensi internasional, misalnya, faktor penegak hukum dan sarana pendukung 

menjadi lebih dominan, sementara dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan 

kearifan lokal, faktor masyarakat dan budaya memainkan peran yang lebih 

signifikan. Pemahaman tentang dinamika ini penting untuk mengembangkan 

strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan kontekstual.62 

 

 
60 Anderson, K., dan Widodo, J. 2024. Contemporary Challenges in Law Enforcement: Adapting 
Traditional Frameworks, International Journal of Law and Society, Vol. 12 No.1, hlm. 89-106.  
61 Prasetyo, D., dan Martino, F. 2024, Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum: Analisis 
Implementasi Teori Soekanto, Indonesian Journal of Law and Technology, Vol.6 No.1, hlm.34-52.  
62 Widodo, H., & Chen, L. 2024, Contextual Analysis of Law Enforcement Factors: Case Studies 
from Indonesia, Asian Journal of Legal Studies, Vol. 11 No.1, hlm. 45-62. 



 24 

C. Pengertian tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 

Perngerrtiran anak-anak atau Juvernaler mernurut sosirologirs, adalah serorang yang masirh 

dir bawah usira terrterntu dan berlum derwasa serrta berlum kawirn. Serdangkan perngerrtiran 

anak sercara yurirdirs, kerdudukan serorang anak adalah anak yang mernirmbulkan 

akirbat hukum. Dalam lapangan hukum pirdana terrdapat kerdudukan perrsoalan 

terntang hak dan kerwajirban dalam perrtanggungjawaban pirdana. Karerna adanya 

berrbagair kerperntirngan yang herndak dirlirndungir olerh masirng-masirng lapangan 

hukum, Undang-Undang tirdak mermberrirkan konserpsir perngerrtiran anak, merlairnkan 

perrumusan yang merrupakan permbatasan untuk suatu perrbuatan terrterntu,  

kerperntirngan terrterntu, dan tujuan terrterntu.63  

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terntang Sirsterm Perradirlan 

Pirdana Anak mernyatakan, Anak yang Berrhadapan derngan Hukum adalah anak 

yang berrkonflirk derngan hukum, anak yang mernjadir korban tirndak pirdana, anak 

yang mernjadir saksir tirndak pirdana. Masalah anak merrupakan arus balirk yang tirdak 

dirperrhirtungkan darir prosers dan perrkermbangan permbangunan bangsa mermpunyair 

cirta-cirta tirnggir dan masa derpan cermerrlang guna mernyongsong dan mernggantirkan 

permirmpirn-permirmpirn bangsa Irndonersira. Terrkairt derngan hal irtu paradirgma 

permbangunan haruslah pro anak.64 

Harry Er. Allern dan Clirfford Er. Sirmmonsern mernjerlaskan bahwa ada 2 (dua) katergorir 

perrirlaku anak yang mermbuat anak harus berrhadapan derngan hukum, yairtu:65 

Juvernirler Derlirquerncer adalah perrirlaku kernakalan anak yang apabirla orang derwasa 

yang merlakukan diranggap merlanggarkan hukum atau kerjahatan; dan Status Offerncer 

adalah perrirlaku kernakalan anak yang apabirla dirlakukan olerh orang derwasa tirdak 

diranggap serbagair kerjahatan, serperrtir tirdak mernurut, mermbolos serkolah, atau kabur 

darir rumah. 

 
63 Narndarng Sarmbars, 2013, Perardilarn Pidarnar Arnark di Indonesiar darn Instrumen Internarsionarl 
Perlindungarn Arnark Sertar Penerarparnnyar, Yogyarkarrtar: Grarhar Ilmu, hlm. 1-5. 
64 Muharmmard Joni darn Zulcharinar Z Tarnarmars, 1999, Arspek Perlindungarn Arnark Darlarm Perspektif 
Konvensi Hark Arnark, Barndung:Citrar Ardityar Barkti, , hlm. 83. 
65 Harrry E. Arllen darn Clifford E, 2003, Correction in Armericar Arn Introduction, Arnarlisar Situarsi 
Sistem Perardilarn Pidarnar Arnark (Juvenile Justice System) di Indonesiar, Jarkarrtar: UNICEF, hlm. 2. 
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Anak yang Berrhadapan derngan Hukum berrdasarkan pernjerlasan dir atas adalah 

merrerka yang berrkairtan langsung derngan tirndak pirdana, bairk irtu serbagair korban 

maupun saksir dalam suatu tirndak pirdana. Ada juga perrberdaan darir perrirlaku atau 

perrbuatan merlawan hukum anak dan orang derwasa yang tirdak birsa dir samakan, dir 

mana serbuah perrbuatan yang dirlakukan anak birsa saja mernjadir suatu perrbuatan 

merlawan hukum, namun untuk orang derwasa irtu bukan merrupakan perrbuatan 

merlawan hukum, maupun serbalirknya. Pasal 1 Konvernsir Anak, Perngerrtiran anak 

dirrumuskan serbagair “sertirap manusira yang berrusira dirbawah 18 tahun kercualir 

berrdasarkan Undang-Undang berrlaku bagir anak dirterntukan bahwa usira derwasa 

dircapair lerbirh awal”.66 

Mulyana W. Kusumah  merngermukakan dir dalam bukunya Hukum dan Hak Anak-

anak, bahwa tanggal 20 Novermberr 1958 Hak Anak-anak dirsahkan dalam Derklarasir 

Hak anak-anak olerh Majerlirs Umum Perrserrirkatan Bangsa-Bangsa (PBB) derngan 

perrnyataan umat manusira berrkerwajirban mermberrirkan yang terrbairk  bagir anak-

anak.67  Dirkutirp darir irsir Derklarasir Perrserrirkatan Bangsa-Bangsa (PBB) 20 Novermberr 

1958 mernergaskan bahwa anak-anak mermpunyair hak untuk mermperrolerh 

perrlirndungan khusus, merndapatkan jamirnan sosiral terrmasuk girzir yang cukup, 

perlayanan kerserhatan, mernerrirma perndirdirkan, perrawatan dan perrlakuan khusus jirka 

merrerka cacat; mermperrolerh perrlirndungan bairk atas sergala berntuk perrbuatan yang 

merngarah pada dirskrirmirnasir. Dapat dirlirhat merlaluir Pasal 28B Ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 mernyatakan “sertirap anak berrhak atas kerlangsungan hirdup, 

tumbuh, dan berrkermbang serrta berrhak atas perrlirndungan dirrir darir kerkerrasan dan 

dirskrirmirnasir” yang terrmasuk pernjabaran darir dasar nergara Rerpublirk Irndonersira yairtu 

Pancasirla. 

Perngerrtiran anak dalam hukum pirdana pada hakirkatnya mernunjukkan kerpada 

perrsoalan batas usira perrtanggungjawaban pirdana (crirmirnal lirabirlirty). Berrdasarkan 

Undang-Undang Sirsterm Perngadirlan Anak usira perrtanggungjawaban pirdana 

dirterntukan antara usira 8 sampair 18 tahun. Adanya terntang Batasan usira dalam 

 
66 Charndrar Garutarmar, 2000, Konvensi Hark Arnark Parnduarn Bargi Jurnarlis, Jarkarrtar: Lembargar Studi 
Pers darn Pembarngunarn (LSPP) , hlm. 21.  
67 Kusumarh, Mulyarnar, 1986, Hukum darn Hark Arnark-arnark, Jarkarrtar: Rarjarwarli, hlm. 63-64. 
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Undang-Undang Sirsterm Perngadirlan Anak terrserbut, dirakuir serbagair suatu kermajuan 

birla dirbandirngkan derngan perngaturan yang ada dir dalam Kirtab Undang-Undang 

Hukum Pirdana (KUHP) yang sama serkalir tirdak merngatur batas usira mirnirmum. 

Kerterntuan irnstrumern irnterrnasironal mernerntukan batas usira antara derlapan sampair 18 

tahun sudah serjalan derngan apa yang dirtergaskan dir dalam Standart Mirnirmum Ruler 

for Ther Admirnirstratiron of Juvernirler (Ther Berirjirng Ruler). Dir dalam Rulers 4 Ther Berirjirng 

Rulers bahwa: Pada sirsterm hukum yang merngakuir konserp usira perrtanggung jawaban 

pirdana bagir anak-anak, awal usira irtu tirdak dapat dirtertapkan pada tirngkat usira yang 

lerbirh rerndah, merngirngat kernyataan kerderwasaan ermosironal, merntal dan 

irnterlerktual.68 

Perraturan perrundang-undangan dir Irndonersira serbagairmana dirserbutkan merlaluir 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terntang Sirsterm Perradirlan Pirdana Anak 

serorang anak berrhadapan derngan hukum dapat dir pernjara derngan batas usira 

mirnirmal 14 Tahun. Olerh karernanya perntirngnya perrhatiran khusus dalam permberriran 

hak-hak anak dermir mernirngkatkan perngermbangan perrirlaku anak serlama masa 

permbirnaannya dir Lermbaga permasyarakatan untuk pernirngkatan kererferktirvirtasan 

perlaksanaan hukuman berrdasarkan derngan kerterntuan perraturan perrundang-

undangan yang berrlaku bagir serluruh masyarakat.  

Anak yang Berrhadapan derngan Hukum (ABH), khususnya hak anak dirdirk serbagair 

warga birnaan permasyarakatan mernurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 

terntang Permasyarakatan sercara sirngkat dapat dirkatakan adalah merndapat 

permbirnaan dan perndirdirkan merntal, spirrirtual, dan sosiral sercara berrkersirnambungan 

bairk darir permerrirntah, lermbaga permasyarakatan, masyarakat, lirngkungan dan 

kerluarga. Hal irnir mernjadir baromerterr dalam mernerntukan berrhasirl tirdaknya upaya 

perrlirndungan hak anak dirdirk permasyarakatan serbagair salah satu warga birnaan 

permasyarakatan.  

 
68 Narndarng Sarmbars, Op.Cit, hlm. 16. 
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D. Tinjauan Perkembangan Teori Pemidanaan di Indonesia 

Perrkermbangan terorir permirdanaan dir Irndonersira saat irnir berrfokus pada kersersuairan dan 

kerserirmbangan merngernair praktirk permirdanaan yang serlaras derngan tujuan 

permirdanaan yang irngirn dircapair derngan cara merlakukan  perrbairkan pada narapirdana 

terrserbut derngan cara yang lerbirh manusirawir dan terntunya berrmanfaat. Hal irnir 

merrupakan konserkuernsir atas dirserlernggarakannya kongrers PBB merngernair 

perncergahan kerjahatan pada narapirdana yang diradakan untuk kertirga kalirnya dir 

Stockholm pada tahun 1965. Salah satu permbahasan yang dirbahas pada kongrers 

terrserbut merlirputir berragam tirndakan non-irnstirtusironal, yairtu hukuman perrcobaan, 

atau perngawasan, yang dirjatuhkan pada perlanggar yang merlakukan kerjahatan 

serbagair berntuk alterrnatirf lairn darir serkerdar merlakukan perrampasan kermerrderkaan 

pada dirrir narapirdana.69  

Sirsterm permirdanaan Irndonersira dalam perrkermbangannya terlah merngernal upaya 

rerstoratirf justircer atau keradirlan rerstoratirf.70 Upaya terrserbut terrcantum sercara materrirl 

dan formirl dalam pernyerlersairan perrkara tirndak pirdana. Pada upaya keradirlan 

rerstoratirf pernderkatan yang dirpakair adalah merlaluir jalur musyawarah derngan cara 

merngaderpankan partirpirsasir masyarakat untuk irkut andirl dalam merlakukan 

permbirnaan bagir para perlaku tirndak pirdana.71 Derngan dermirkiran, permerrirntah serlaku 

perrwakirlan nergara tirdak dirberbankan sercara mutlak untuk dapat mermbirna para 

perlaku tirndak pirdana, serbab masyarakat turut terrlirbat dalam permbirnaan 

permasyarakataan irtu serndirrir. 

 

Pasca rervolusir Prancirs (1789), praktirk permirdanaan berrkermbang persat yang dahulu 

dirlaksanakan derngan maksud mermberrirkan permbalasan sermata, serkarang 

merngerderpankan asperk permbirnaan dan permberlajaran derngan cara mernghormat hak 

asasir manusira serbagair salah satu pirlar permasyarakatan. Praktirk permbirnaan yang 

dlaksanakan merlaluir fasirlirtas permasyarakatan mernyerbar hirngga serluruh erropa, 

hanya saja pada praktirknya usaha untuk permasyarakatan serbagair termpat untuk 

 
69 Bunardi Hidaryart, 2023, Pemidarnararn Arnark di Barwarh Umur, Arlumni: Barndung, hlm. 56. 
70 Evar Archjarni Zulfar, Arnugerarh Rizki Arkbarri, Zarkky Ikhsarn Sarmard, 2017, Perkembarngarn Sistem 
Pemidarnararn darn Sistem Pemarsyarrarkartarn, Depok: Rarjarwarli Press, hlm. 21. 
71 Ibid, hlm. 23. 
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merlakukan permbirnaan berlum merrata, serbagair contoh dir Irnggrirs yang mernjadirkan 

narapirdana serbagair kulir kerrja paksa pada salah satu proyerk permerrirntahan.72  

 

Perrkermbangan permirdanaan yang terrjadir dir bernua Erropa terrserbut, pada konterks 

permasyarakatan mermang terlah mernujukan sermangat untuk mernjadirkan fasirlirtas 

permasyarakatan serbagair termpat permbirnaan bagir narapirdana. Hal irnir terrcantum pada 

suatu irder pokok dalam irlmu pernologir, bahwa permirdanaan merrupakan irnstrumern 

untuk merrerformasir para narapirdana dan anak birnaan agar mermirlirkir kerprirbadiran dan 

kerterrampirlan yang lerbirh bairk lagir. 

Perrkermbangan terorir permirdanaan sercara normatirf terrbagir mernjadir berragam terorir. 

Terorir terrserbut dalam praktirk masirh dirpakair olerh para aparat dalam mernjalankan 

sirsterm permirdanaan dir Irndonersira. Adapun dalam perrkermbangannya, terorir 

permirdanan terrserbut masirh terrus diranut dan dirperlajarir dalam tirap dirskusir mirmbar 

akadermirk, serhirngga perntirngnya merngertahuir terorir permirdanaan yang masirh 

berrkermbang saat irnir. Terorir perrmirdanaan terrserbut  merlirputir:73 

1. Terorir Absolut, berrdasarkan terorir irnir permirdanaan adalah irnstrumern yang tirdak 
dapat dirtolerrirr untuk dirirmplermerntasirkan serbagair cara untuk mermbalas 
kerjahatan bagir perlaku atas perrbuatannya yang terlah merrugirkan serserorang 
maupun merlanggar kerterntuan perraturan perrundang-undangan. Andir Hamzah 
berrperndapat bahwa permirdanaan tirdak sermata-mata mermberrirkan manfaat, 
birlamana perrbuatannya merngandung serbuah kerjahatan maka sudah serpatutnya 
hakirm serlaku pertugas yang berrwernang dapat mermberrirkan hukuman yang 
sertirmpal atas perrbuatannya, yang berrfokus pada pernjatuhan permirdanaan yang 
mermirlirkir unsur manfaat.  
 

2. Terorir Rerlatirf, merrupakan terorir permirdanaan yang tirdak berrorirerntasir pada asperk 
permbalasan sermata, tertapir juga mermberrirkan dampak dan manfaat bagir 
kerperntirngan masyarakat. Terorir rerlatirf mernjadirkan permirdanaan serbagair tujuan 
untuk merncergah adanya suatu perrbuatan tirndak pirdana, namun terorir rerlatirf irnir 
mermberdakan antara prervernsir umum dan prervernsir khusus. Van Hammerl, 
mermberrirkan pandangan antara lairn: permirdanaan harus mermpunyair unsur-
unsur untuk mernghukum para perlaku tirndak pirdana, permirdanaan berrtujuan 
untuk mernerbar kertakutan derngan maksud mermberrirkan perncergahan agar 

 
72 Muh Armmirudin, 2023, Perbarndingarn Pelarksarnararn Eutharnarsiar di Negarrar yarng Mengarnut Sistem 
Hukum Eropar Kontinentarl darn Sistem Hukum Arnglo Sarxon, Jurnarl Yurisprudentie, Vol 4 No 1, 
hlm. 6. 
73 Sutarrto, 2022, Penerarparn Reharbilitarsi Medis Darn Reharbilitarsi Sosiarl Terhardarp Korbarn 
Penyarlarhgunararn Narrkotikar Ditinjaru Darri Teori Pemidarnararn Relartif, Jurnarl Penegarkarn Hukum 
Indonesiar, Vol 2 No 1, hlm. 23. 
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serserorang tirdak merlakukan perrbuatan pirdana, dan unsur hukum pirdana adalah 
mermbirnasakan perlaku kerjahatan yang tirdak dapat dirperrbairkir. 

3. Terorir Gabungan, merrupakan terorir yang merngabungkan antara terorir absolut dan 
terorir rerlatirf. Andir Hamzah mernirlair terorir gabungan irnir juga berragam, artirnya 
ada yang lerbirh fokus pada unsur absolutirsmer atau permbalasan, serdangkan 
dalam sudut pandang lairn irngirn mermberrirkan kersan serirmbang derngan maksud 
mermberrirkan prervernsir atau perncergahan.74 Lerbirh lanjut, terorir gabungan irnir akan 
berrorirerntasir pada permberriran hukuman yang sertirmpal, berrat ataupun rirngan, irtu 
harus dirtirnjau terrlerbirh dahulu berrdasarkan perran dan dampak perrbuatannya.75 

 
Terorir-terorir yang berrsumberr darir berragam alirran hukum pirdana bukan hanya 

mermberrirkan justirfirkasir dalam merncarir suatu permbernaran pernergakan hukum, lerbirh 

darir irtu serbagair perdoman untuk mermbuat suatu sirsterm permirdanaan yang erferktirf dan 

erfersirern yang terntu sercara praktirs mermirlirkir bernerfirt. Berrtujuan mermirlirkir permaknaan 

kalau sirsterm permirdanaan merngerderpankan pernergakan yang berrprofersironalirtas dan 

terntunya jauh akan perlanggaran terrhadap perraturan perrundang-undangan.76 

Irndonersira serbagair pernganut nergara hukum yang merngadopsir sirsterm hukum cirvirl 

law, tirdak terrberbas darir asperk budaya dan kerprirbadiran bangsa. Serhirngga pernerrapan 

sirsterm permirdanaan berrpandangan derngan merngerderpankan asperk nirlair-nirlair 

kerprirbadiran dan budaya bangsa yang khususnya terrdapat Pancasirla, serperrtir 

perrsamaan hak dan kerwajirban, perrsamaan derrajat, serrta mernghormatir sercara lerbirh 

tirnggir nirlair kermanusiraan.  

Perrkermbangan permirdanaan dir Irndonersira yang berrasaskan pada prirnsirp nirlair-nirlair 

kerprirbadiran dan budaya bangsa dapat dirlirhat juga pada Pasal 51 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 terntang Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana yang akan 

berrlaku pada tahun 2026 kerlak, pada pasal terrserbut terrlirhat bahwa tujuan 

permirdanaan adalah serbagair berrirkut :  

a. Merncergah dirlakukannya Tirndak Pirdana derngan mernergakkan norma hukum 
dermir perlirndungan dan perngayoman masyarakat; 

b. Mermasyarakatkan terrpirdana derngan merngadakan permbirnaan dan 
permbirmbirngan agar mernjadir orang yang bairk dan berrguna; 

 
74 Ismaril Rumardharn, 2023, Problem Lembargar Pemarsyarrarkartarn di Indonesiar darn Reorientarsi Tujuarn 
Pemidarnararn, Jurnarl Hukum darn Perardilarn, Vol 2 No 2, hlm. 7. 
75 Ibid. 
76Ibid. 
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c. Mernyerlersairkan konflirk yang dirtirmbulkan akirbat Tirndak Pirdana, mermulirhkan 
kerserirmbangan, serrta merndatangkan rasa arnan dan damair dalam masyarakat;  

d. Mernumbuhkan rasa pernyersalan dan mermberbaskan rasa berrsalah pada 
terrpirdana 

Perkembangan teori pemidanaan di Indonesia menunjukkan evolusi yang 

signifikan dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan 

rehabilitatif. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemidanaan di Indonesia masih 

kuat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda yang menekankan aspek 

pembalasan dan penjeraan. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman 

tentang hak asasi manusia dan tujuan pemidanaan modern, terjadi pergeseran 

paradigma yang mengarah pada konsep pembinaan dan pemulihan. Transformasi 

ini ditandai dengan perubahan istilah dari "penjara" menjadi "lembaga 

pemasyarakatan" pada tahun 1964, yang mencerminkan perubahan fundamental 

dalam filosofi pemidanaan di Indonesia.77  

Era reformasi membawa dimensi baru dalam teori pemidanaan di Indonesia 

dengan munculnya konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang 

menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. 

Pendekatan ini melampaui konsep tradisional tentang pemidanaan yang berfokus 

pada penghukuman, dengan memberikan perhatian lebih pada aspek rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa implementasi keadilan 

restoratif, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan dan kejahatan anak, telah 

memberikan hasil yang lebih positif dalam hal pencegahan residivisme dan 

pemulihan korban.78 

Teori pemidanaan dalam konteks kontemporer di Indonesia semakin 

mengintegrasikan elemen-elemen modern seperti pendekatan therapeutic 

jurisprudence dan evidence-based corrections. Paradigma ini menekankan 

pentingnya program rehabilitasi yang terstruktur dan berbasis bukti ilmiah, dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi yang 

mempengaruhi perilaku kriminal. Perkembangan teknologi juga telah 

 
77 Prasetyo, R., dan Williams, S. 2023, Evolusi Sistem Pemidanaan di Indonesia: Dari Retributif ke 
Rehabilitatif, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No.2, hlm. 145-162. 
78 Kusumawati, D., dan Johnson, K. 2024. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan 
Pidana Indonesia, Indonesian Journal of Criminology, Vol. 8 No.1, hlm. 78-95. 
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mempengaruhi implementasi teori pemidanaan, dengan penggunaan sistem 

pengawasan elektronik dan program rehabilitasi berbasis digital yang semakin 

meningkat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program pembinaan 

tetapi juga memberikan alternatif baru dalam manajemen pemasyarakatan.79 

Teori pemidanaan di Indonesia menunjukkan pergeseran menuju model yang lebih 

integratif, yang menggabungkan berbagai pendekatan teoretis dan praktis. Model 

ini mengakui bahwa tujuan pemidanaan harus mencakup tidak hanya aspek 

penjeraan dan rehabilitasi, tetapi juga pemberdayaan dan reintegrasi sosial. Studi 

terbaru mengindikasikan bahwa pendekatan integratif ini lebih efektif dalam 

mencapai tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, 

dan perlindungan masyarakat. Namun, implementasi model ini masih menghadapi 

tantangan signifikan, terutama dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan 

harmonisasi kebijakan.80 

Tinjauan komprehensif terhadap perkembangan teori pemidanaan di Indonesia, 

dapat disimpulkan bahwa evolusi sistem pemidanaan telah mengalami 

transformasi fundamental yang mencerminkan perubahan nilai-nilai sosial dan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas berbagai pendekatan 

penghukuman. Transisi dari model retributif kolonial menuju sistem yang lebih 

humanis, rehabilitatif, dan restoratif menunjukkan kematangan dalam pemahaman 

tentang kompleksitas kejahatan dan pemidanaan. Integrasi berbagai pendekatan 

modern seperti therapeutic jurisprudence, evidence-based corrections, dan 

keadilan restoratif, diperkuat dengan inovasi teknologi, telah menciptakan 

landasan yang lebih kokoh untuk sistem pemidanaan yang efektif.81 Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan 

dalam pengembangan sistem pemidanaan, dengan tetap memperhatikan konteks 

lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. 

 
79 Zhang, L., dan Widodo, A, 2024, Teknologi dan Inovasi dalam Pembinaan Narapidana: Perspektif 
Indonesia,  Journal of Correctional Innovation, Vol.15 No.1, hlm. 12-28.  
80 Kim, H., dan Pranowo, R, 2023, Model Integratif dalam Teori Pemidanaan Modern: Analisis 
Implementasi di Indonesia, Indonesian Law Review, Vol.14 No.4, hlm. 302-318.  
81 Davidson, R., dan Sulistyowati, E. 2024, Transformasi Sistem Pemidanaan Indonesia: Analisis 
Komprehensif, Asian Journal of Criminal Justice, Vol.16 No.1, hlm. 89-106. 
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E. Tinjauan Umum tentang Penologi 

Pernologir sercara terrmirnologirs adalah irlmu yang mermperlajarir sanksir hukum berrupa 

pirdana (straf) atau irlmu perngertahuan yang mermperlajarir terntang hukuman.82 

Berccarira serorang ahlir hukum pirdana merngermukakan gagasan terntang permirdanaan 

sercara progrersirf dalam kajiran pernologir yang pada akhirrnya mermunculkan pernologir 

baru.83 Pernologir dirderfirnirsirkan sercara serderrhana merrupakan dasar irlmu terntang 

hukuman yang mermbahas perngertahuan perntirng yang berrkairtan derngan permbirnaan 

dan mermperlajarir terntang masalah pernghukuman permbirnaan sercara sirsterm 

bagairmana cara mermperrlakukan orang yang serdang mernjalanir hukuman serterlah 

merlakukan suatu perlanggaran dan/atau kerjahatan.84 

Pernologir adalah Polirtirk Krirmirnal (Crirmer Control) tirdak hanya mermperlajarir 

perrundang-undangan suatu wirlayah atau nergara merlairnkan mermperlajarir pirdana 

tanpa batas waktu dan wirlayah serhirngga tirdak hanya mermperlajarir pirdana tertapir 

mermperlajarir irlmu dir luar pirdana. Perrsperktirf pernologir moderrn (pernologir baru), ruang 

lirngkup terma yang dirperlajarir dalam pernologir bukan hanya permirdanaan dir dalam 

Lermbaga khusus (pirdana pernjara), namun juga berrkairtan derngan permbernaran 

dalam permirdanaan, terorir-terorir terntang permernjaraan dan permirdanaan, sumberr-

sumberr perngertahuan terntang pirdana, perrbandirngan pernologir, serjarah dan tujuan 

pirdana pernjara, kerbirjakan hukum pirdana, admirnirstrasir kerpernjaraan dan pernghunir 

pernjara, sosirologir kerpernjaraan, perrtanggungjawaban dalam permernjaraan, 

permberbasan berrsyarat, pirdana berrbasirs masyarakat, masa derpan dan virsir 

permirdanaan.85  Pernologir berrberda derngan pernirternsirerr yang hanya merlirputir pirdana 

atau hukuman terrhadap tirndakan terrcerla yang diratur undang-undang yang ada dir 

suatu nergara pada kurun waktu terrterntu serdangkan pernologir irderntirk derngan 

permasyarakatan. 

 
82 Widodo darn Wiwik Utarmi, Op.cit,  hlm. 2. 
83 Ibid, hlm. 1. 
84 Ibrarhim Fikmar Edrisy, Irharmmudin, darn dkk,, Op.cit, hlm. 1. 
85 Rarjendrar Kumarr Sharrmar, 1998, Criminology arnd Penology, New Delhi:Artlarntic Plublisher arnd 
Distributors, hlm. 13. 
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Penologi, sebagai cabang dari ilmu kriminologi, merupakan bidang studi yang 

secara khusus mengkaji sistem pemidanaan dan pengelolaan lembaga 

pemasyarakatan. Disiplin ilmu ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif 

penjara, tetapi juga mencakup kajian mendalam tentang efektivitas berbagai bentuk 

hukuman, program rehabilitasi, dan upaya reintegrasi narapidana ke dalam 

masyarakat. Dalam perkembangannya, penologi modern telah bergeser dari 

paradigma retributif yang berfokus pada penghukuman, menuju pendekatan yang 

lebih restoratif dan rehabilitatif.86 Penologi kontemporer adalah pengembangan 

program-program pembinaan yang efektif untuk mengurangi tingkat residivisme. 

Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang 

mengkombinasikan pelatihan vokasional, konseling psikologis, dan pendidikan 

formal memberikan hasil yang lebih baik dalam mempersiapkan narapidana untuk 

kembali ke masyarakat. Studi longitudinal mengindikasikan bahwa narapidana 

yang mengikuti program pembinaan terstruktur memiliki tingkat residivisme yang 

lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya menjalani masa tahanan tanpa 

program pembinaan.87 

Fungsir hukuman pada dasarnya iralah untuk mermperrbairkir, prosers permulirhan 

serorang anak yang merlakukan kerjahatan  patut dirperrhatirkan derngan terpat. Olerh 

karernanya berrirkut berberrapa perrtirmbangan yang patut dirkermukakan:88 

1. Sirfat kerjahatan yang dirlakukan 
Kerluarga merrupakan garirs bersar kerhirdupan yang patut dirjadirkan pangkal pernyerbab 
anak merlakukan kerjahatan contohnya serperrtir lirngkungan kerhirdupan rumah tangga 
yang kurang serrasir dan lirngkungan masyarakat yang serrba komplerks.  Olerh 
serbabnya Hakirm harus mermperrtirmbangkan derngan perrasaan keradirlan tirdak hanya 
perrasaan hukum, serperrtir dalam Pasal 45 Kirtab Undang-Undang Hukum Pirdana 
(KUHP), dir mana dirmungkirnkan mernjatuhkan hukuman yang terpat bagir anak 
serbagair berrirkut: 
 
a. Sir anak dirkermbalirkan kerpada orang tua tanpa dirkernakan hukum; 

 
86 Rahman, M., dan Williams, S. 2023. Modern Penology: Shifting Paradigms in Correctional 
Science,  Journal of Criminal Justice Studies, Vol. 38 No. 2, hlm. 145-162.  
87 Martinez-Lopez, D., dan Johnson, K. 2024, Effectiveness of Rehabilitation Programs in Reducing 
Recidivism: A Meta-Analysis, International Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology, Vol. 67 No.1, hlm. 78-95. 
88 Bismarr Siregarr, 1983, Berbargari Segi Hukum darn Perkembarngarnnnyar darlarm Marsyarrarkart, 
Barndung:Penerbit Arlumni, hlm. 199-205. 
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b. Sir anak dirserrahkan kerpada Permerrirntah tanpa dirkernakan hukum; 

c. Mernghukum sir anak. 

Majerlirs hakirm dalam mermutuskan perrkara anak harus mermperrtirmbangkan 
kerperntirngan pernjatuhan hukuman sercara langsung derngan dirmasukkannya serorang 
anak ker dalam pernjara atau merlakukan hukuman perrcobaan terrlerbirh dahulu serperrtir 
perngermbaliran anak kerpada kerluarga derngan perngawasan nergara. Serhirngga terrdapat 
permernuhan rasa keradirlan bagir sir anak derngan tertap mermperrhatirkan rasa keradirlan 
masyarakat.  
 
2. Perrkermbangan jirwa anak 
Serorang anak yang harus mermperrtanggungjawabkan perrbuatannya dir perrsirdangan 
Perngadirlan, dalam prosersnya diradirlir olerh Perngadirlan Anak-anak serrta Pernuntut 
umum dan Hakirm yang mernghayatir jirwa anak. Serhirngga anak dalam prosers 
perrjalanan perngadirlan dir perrsirdangan tirdak merngalamir perngirntirmirdasiran olerh para 
pirhak dir Perradirlan dan tertap mermperrhatirkan hak kernyamanan jirwanya. Anak juga 
mermerrlukan perrhatiran khusus derngan mermperrhatirkan pernergakan hukumannya 
agar tirdak merrusak jirwa sir anak yang serdang mernjalanir pernghukumannya.89 
 

3. Termpat dir mana ira harus mernjalankan hukuman 
Lermbaga Birmbirngan Sosiral Permerntasan Anak (BIrSPA) atau Lermbaga 
permasyarakatan khusus anak yairtu Lermbaga Permbirnaan Khusus Anak (LPKA) 
berrtujuan untuk pernanggulangan kerjahatan anak, perrlu dirperrhatirkan hak dan 
kerwajirbannya serhirngga tirdak kerluar darir batas Hak Asasir Manusira yang serorang 
perndosa pun berrhak atas irtu.90 
 

Tujuan Pernologir berrfokus kerpada obyerk studir Krirmirnologir, yaknir reraksir sosiral, 

serrta mermperlajarir hal-hal yang terrkairt derngan perrkermbangan hukum artir dan 

manfaat yang berrhubungan derngan control of crirmer. 91 Untuk mernjawab tujuan 

permirdanaan atau perngaruh permirdanaan bagir perlaku tirndak kerjahatan dan bagir 

masyarakat, Serrta untuk mermahamir tugas polirsir, jaksa pernuntut umum, hakirm dan 

advokat serbagair pernasirhat hukum dalam rangka merwujudkan terrcirptanya perradirlan 

pirdana yang obyerktirf dan terrpadu yang mernjadir bagiran darir pernologir.92 

Konserp pernologir moderrn bahwa permirdanaan wajirb mermperrhatirkan kondirsir dan 

sirtuasir narapirdana, terrmasuk termpat narapirdana kermbalir berrirntergrasir agar 

narapirdana dan masyarakat terrlirndungir darir sirfat berrbahayanya kerjahatan. Konserp 

 
89 Ibid, hlm. 204. 
90 Ibid. 
91 I Gusti Ngurarh Parrarwartar, Op.cit, hlm. 6. 
92 Slarmet Riyardi, Op.cit, hlm. 4. 
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terrserbut diradopsir dir Irndonersira merlaluir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

terntang Permasyarakatan, yairtu merlakukan permbirnaan warga birnaan 

permasyarakatan berrdasarkan sirsterm, kerlermbagaan, dan cara permbirnaan warga 

suatu tatanan merngernair arah dan batas serrta cara permbirnaan berrdasarkan Pancasirla 

yang sercara terrpadu untuk mernirngkatkan kualirtas agar mernyadarir kersalahannnya, 

mermperrbairkir dirrir dan tirdak berrpoternsir merlakukan perngulangan tirndak pirdana.93 

Perrkermbangan pernologir, serbagairmana irlmu-irlmu sosiral lairnnya, merngalamir 

pasang-surut serirrirng derngan kerbirjakan pernanggulangan kerjahatan olerh masyarakat, 

dan permerrirntah serrta kerperduliran irlmuwan terrhadap permirdanaan. Pernologir 

berrkermbang darir permahaman serderrhana mernuju perngajiran krirtirs dalam rangka 

merngervaluasir dan merngermbangkan permirdanaan serbagair salah satu sarana 

pernanggulangan kerjahatan dalam artir luas (crirmirnal polircy). Pernologir mermirlirkir 

posirsir serbagair dogmatirk hukum (law irn ther book) yairtu mermperlajarir norma. Kairdah 

dalam perraturan perrundang-undangan, kirtab undang-undang, yurirsprudernsir, 

konvernsir irnterrnasironal. Irlmu hukum ermpirrirs yairtu hukum dalam kernyataannya dir 

masyarakat (law irn actiron) irlmu kernyataan hukum (sosirologir hukum), antropologir 

hukum, psirkologir hukum, krirmirnologir, pernologir, virktirmologir.94 

 

Paradirgma pernologir baru yang mernerkankan pada rerhabirlirtasir dirkarernakan 

prirnsirpnya permerrirntah tirdak hanya mermernjarakan pernjahat, tertapir perrlu merngerlola 

para pernjahat sercara bairk. Serhirngga paradirgma pernologir moderrn merngupayakan 

agar pernjara dirfokuskan pada permbirnaan merlaluir perlatirhan agar mermberntuk 

kerbirasaan bairk. 95 

Irlmu Pernologir dalam perrkermbangannya serndirrir terrdirrir darir berrbagair macam terorir 

Adapun 5 (lirma) terorir pernologir, yairtu :96 

 
93 Widodo darn Wiwik Utarmi, Op.cit,. hlm. 35. 
94 I Gusti Ngurarh Parrarwartar, Op.cit, hlm. 5. 
95 Widodo darn Wiwik Utarmi, Op.cit,. hlm. 13. 
96 Narfi Mubarrok, 2017, Pidarnar Qisars darlarm Perspektif Penologi, Arl-Qānūn, Vol. 20, No. 2, hlm. 
304-305. 
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1. Rertrirbusir (permbalasan), mermandang permirdanaan serbagair permbalasan atas 
kersalahan yang terlah dirlakukan serhirngga berrorirerntasir pada perrbuatan dan 
terrlertak pada terrjadirnya kerjahatan irtu serndirrir. 

2. Derterrrerncer (perncergahan), mermandang permirdanaan bukan serbagair permbalasan 
atas kersalahan perlaku, akan tertapir merrupakan sarana merncapair tujuan yang 
berrmanfaat untuk merlirndungir masyarakat mernuju kerserjahterraan masyarakat. 

3. Rerhabirlirtatiron, mermandang bahwa permirdanaan serbagair rerformasir perlaku dan 
merngubah dira mernjadir anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktirf. 

4. Irncapactiratiron (irnkapasirtasir/perlermahan), mermandang bahwa permbernaran 
irnkapasirtasir serbagair hukuman merngacu pada permirkirran bahwa kermampuan 
perlaku untuk merlakukan kerjahatan perrlu untuk dirlermahkan atau dirhapus. 

5. Rerstoratiron, mernerkankan kerrugiran yang dirserbabkan kerpada korban kerjahatan 
dan mermbutuhkan perlaku untuk terrlirbat dalam rerstirtusir keruangan dan perlayanan 
masyarakat untuk merngkompernsasir korban dan masyarakat dan untuk 
"mermbuat merrerka utuh kermbalir. 
 

Pernologir mermirlirkir kerdudukan dir dalam irlmu hukum yang tirdak birsa dirpandang 

rerndah. Layaknya suatu bagiran darir kerirlmuan, pernologir serndirrir mermirlirkir 

kerdudukan yang irderal dalam irlmu hukum. Kerdudukan terrserbut terrbagir mernjadir 

irlmu normatirf dan irlmu ermpirrirs. Irlmu normatirf serbagair dogmatirk hukum yang 

mermperlajarir kairdahnya dalam Perrundang-Undangan, kirtab undang-undang, 

yurirsprudernsir, dan serbagairnya, serdangkan pada irlmu ermpirrirs serbagair  irlmu 

kernyataan hukum serperrtir sosirologir hukum, antropologir hukum, psirkologir hukum, 

Virktirmologir hukum, Krirmirnologir, Pernologir dan kernyataan yang ada dir masyarakat 

(law irn actiron). 97 

Pernologir adalah birdang studir Krirmirnologir mermperlajarir prirnsirp darir pernghukuman 

manajermern pernjara, rerformasir dan unirt perngerkangan lairnnya. Pernologir merrupakan 

turunan darir irlmu krirmirnologir yang mermperlajarir asperk kerjahatan kau sama, akirbat, 

pernanggulangan darir kerjahatan.98  Studir irnir dir dalam hukum pirdana sangat 

stratergirs, mernerntukan berrhasirl atau tirdaknya permberriran sanksir kerpada perlaku, 

sanksir untuk perlaku dan bagairmana perlaksanaan yang terpat. Dalam prosersnya, 

 
97 Farjarr Arri Sudewo, Op.cit, hlm. 10. 
98Farchrurrozy Arkmarl, 2020, Penologi Pengaryomarn: Sebuarh Tinjaruarn Pemidarnararn darlarm Integritars 
Ilmu Pengetarhuarn, Khartulistiwar Larw Review, Vol 1 No 1, hlm. 34. 



 37 

gagasan permbirnaan mernggunakan terknirk klirnirk lerbirh dirutamakan karerna sersuair 

derngan karakterrirstirk kerbutuhan narapirdana.99 

Penologi mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, 

reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak 

pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi 

dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian 

penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya 

menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, 

pengobatan (medical treatment) dan pendidikan yang ditujukan untuk 

penyembuhan atau rehabilitasi. Penologi juga memiliki aspek penting seperti 

manajemen dan desain fasilitas pemasyarakatan yang humanis. Tren global 

menunjukkan pergeseran dari model penjara tradisional yang represif menuju 

konsep "therapeutic community" yang menekankan pada pemulihan dan 

pengembangan diri narapidana. Desain arsitektur modern lembaga 

pemasyarakatan kini memasukkan elemen-elemen yang mendukung kesehatan 

mental, seperti akses ke ruang terbuka, fasilitas olahraga, dan area untuk aktivitas 

sosial yang terkontrol.100 

Paradirgma pernologir, dalam pandangannnya pernanggulangan lerbirh dirterkankan pada 

pernerrapan kerbirjakan-kerbirjakan sosiral dalam rangka mernirngkatkan kerserjahterraan 

sosiral. Berrdasarkan kirta terntang upaya permberrantasan kerjahatan, dalam paradirgma 

terknologir, permerrirntah tirdak cukup hanya mermernjarakan pernjahat, tertapir harus 

merngerlola para pernjahat terrserbut sercara bairk. Umumnya, pada masa lalu 

permerrirntah serlalu mernggunakan pirdana serbagair sarana mernerkan para 

narapirdana.101 Para perndukung terknologir merngupayakan agar pirdana pernjara 

dirfokuskan pada 2 (dua) tirndakan, serbagair berrirkut:102 

a. Dalam permbirnaannya, narapirdana harus dirasramakan derngan dirberrirkan 
perlatirhan dan dirlatirh dirsirplirn, dirberntuk kerbirasaan yang bairk, dirberrir sermangat 

 
99 Widodo darn Wiwik Utarmi, Op.cit, hlm. 14. 
100 Anderson, P., dan Thompson, R. 2023, Therapeutic Architecture in Modern Correctional 
Facilities. Corrections Management Quarterly, Vol. 45 No.3, hlm. 225-241. 
101 Ibid, hlm. 12. 
102 Ibid, hlm. 13-14. 
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dan motirvasir agar sertirap narapirdana dapat kersermpatan untuk merlakukan 
rerformasir, 

b. Permbirnaan terrhadap terrpirdana agar akhirrnya merrerka layak merndapat kan 
kerberbasan dan hirdup yang wajar dir masyarakat. 

 
Kebijakan pemasyarakatan, penologi juga membahas isu-isu kritis seperti 

overcrowding, kesehatan mental narapidana, dan hak-hak dasar tahanan. Studi 

terbaru mengemukakan pentingnya implementasi standar minimum perlakuan 

tahanan sesuai dengan norma internasional, termasuk akses ke layanan kesehatan 

yang memadai, kondisi sanitasi yang layak, dan perlindungan dari perlakuan tidak 

manusiawi. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar ini berkorelasi 

positif dengan tingkat keberhasilan program rehabilitasi.103 Perkembangan 

teknologi juga telah membawa dimensi baru dalam ilmu penologi. Penggunaan 

sistem pengawasan elektronik, database terintegrasi, dan program rehabilitasi 

berbasis digital menjadi tren yang semakin berkembang dalam manajemen lembaga 

pemasyarakatan modern. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi 

operasional, tetapi juga membuka peluang baru dalam metode pembinaan dan 

pengawasan narapidana. Namun, penerapan teknologi ini juga memunculkan 

tantangan baru terkait privasi dan etika yang perlu dikaji lebih lanjut dalam studi 

penologi.104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
103 Zhang, L., dan Brown, A. 2024, International Standards in Prison Management: Implementation 
and Outcomes, Journal of Correctional Health Care, Vol. 29 No.1, hlm. 12-28.  
104 Kim, H., dan Davis, R. 2023, Digital Innovation in Correctional Systems: Opportunities and 
Challenges. Criminal Justice Technology Review, Vol. 18 No.4 , hlm. 302-318. 
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III.METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Masalah 

Pernerlirtiran irnir mernggunakan pernderkatan yurirdirs ermpirrirs dan yurirdirs dalam 

mernyerlersairkan rumusan masalah. Adapun jernirs pernerlirtiran yang dirmaksud adalah 

serbagair berrirkut : 

1. Pernderkatan Yurirdirs Normatirf 

Jernirs pernerlirtiran yurirdirs normatirf adalah suatu mertoder pernerlirtiran yang mermirlirkir 

fungsir dalam mermbantu merlakukan analirsirs pada tirap perraturan perrundangan-

undangan, asas hukum, yurirsprudernsir serrta berntuk kerpustakaan lairnnya serperrtir 

sergala macam lirterratur yang mermang mermirlirkir korerlasir dalam mernjawab rumusan 

masalah dalam pernerlirtiran irnir, khususnya pada perlaksanaan rerhabirlirtasir pirdana 

pernjara bagir anak berrhadapan derngan hukum yang dirtirnjau dalam perrsperktirf 

pernologir yang mana studir akan dirlaksanakan dir Lermbaga Permbirnaan Khusus Anak 

Kerlas IrIr Bandar Lampung, berrserrta faktor pernghambat perlaksanaannya.105 

Pernerlirtiran irnir dirlakukan tirdak hanya berrtujuan untuk mermperrolerh hasirl perngujiran 

kualirtatirf saja, namun pernerlirtiran irnir juga merrupakan pernafsirran subjerktirf dan 

objerktirf berrupa permbangunan konserp dan terorir guna merlancarkan pernerlirtiran 

irlmirah.106 

2. Pernderkatan Yurirdirs Ermpirrirs 

Jernirs pernerlirtiran yurirdirs ermpirrirs merrupakan mertoder pernerlirtiran kualirtatirf yang 

berrkairtan derngan permahaman dan irnterrprertasir irnterraksir sosiral kerlompok orang, 

komunirtas, lermbaga, dan masyarakat merlaluir perngamatan atau obserrvasir lapangan 

 
105 Arbdulkardir Muharmmard, 2004, Hukum darn Penelitiarn Hukum, Barndung: Citrar Ardityar Barkti, hlm. 
102. 
106 Soerjono Soekarnto darn Sri Marmudji, 2006, Penelitiarn Hukum Normartif Suartu Tinjarun Singkart, 
Jarkarrtar: Rarjarwarli Press, hlm. 15. 
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(firerld rerserarch) dan irnterraksir langsung serperrtir wawancara.107 Perngambirlan data darir 

Irnstansir Lermbaga permbirnaan khusus anak kerlas IrIr Bandar Lampung, dir sirnir pernulirs 

merlakukan pernerlirtiran lapangan sersuair derngan kondirsir terrbaru yang ada merngernair 

fungsir dan tujuan utama pernghukuman olerh perngayoman Kermernkumham. yang 

dirserlernggarakan dir LPKA Kerlas IrIr  Bandar Lampung terrhadap Anak Berrhadapan 

derngan Hukum. 

 
B. Sumber dan Jenis Data 

Pernulirs mermpraktirkkan 2 (dua) jernirs data dalam mermaksirmalkan perlaksanaan 

pernerlirtiran irnir sercara irmplermerntatirf. Jernirs data yang dirmaksud terrdirrir data prirmerr 

maupun data serkunderr yang akan dirjerlaskan sercara lerbirh lanjut dalam urairan 

berrirkut :  

1. Data Prirmerr 

Data prirmerr adalah data yang langsung dirdapatkan darir sumberr utama, yang mana 

pernulirs dapatkan merlaluir hasirl wawancara (irnterrvirerw) yang berrlangsung dirlakukan 

pertugas atau pergawair dir Lermbaga permbirnaan khusus anak kerlas IrIr Bandar 

Lampung.108 Objerk pernerlirtiran  yang dirmaksud adalah para rerspondern yang 

mermang mermirlirkir klasirfirkasir dan krirterrira serbagair serserorang yang mermirlirkir 

kapasirtas untuk mermbantu mernjawab perrmasalahan yang terlah dirrumuskan olerh 

pernulirs, yairtu para aparat yang mermirlirkir werwernang dalam  mernjawab perrsoalan 

perlaksanaan rerhabirlirtasir pirdana pernjara terrhadap Anak Berrhadapan derngan Hukum, 

serrta faktor pernghambat perlaksanaannya yang kerdua perrsoalan yang dirmaksud 

akan dirtirnjau dalam perrsperktirf pernologir. 

2.Data Serkunderr 

 Data serkunderr merrupakan data yang dirdapatkan darir hasirl pernerlirtiran kerpustakaan 

derngan mermperlajarir dokumern-dokumern, arsirp-arsirp dan  karya tulirs serrta 

lirterratur yang berrkorerlasir derngan terks yang mermperlajarir  perrmasalahan terorirtirs, 

konserp dan cara pandang, terorir, asas-asas hukum yang berrkairtan derngan topirk 

 
107 Muharimin, 2020, Metode Penelitiarn Hukum, Martarrarm: Martarrarm University Press, hlm. 80. 
108 Soerjono Soekarnto, 2007, Pengarntarr Penelitiarn Hukum, Jarkarrtar: Universitars Indonesiar, hlm. 
125. 
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pernerlirtiran.109 Kerberradaan data serkunderr irnir mermirlirkir tujuan untuk dalam 

mermberrirkan arahan kerpada pernulirs.110 Derngan dermirkiran birla dirartirkan sercara 

serderrhana data serkunderr  adalah data yang sudah dirperrsirapkan serbagair bahan 

pernerlirtiran. Pernulirs derngan irnir merngurair berrbagair macam data serkunderr  yang 

akan dirperrgunakan dalam pernerlirtiran irnir, serbagair berrirkut :   

a. Bahan hukum prirmerr, merrupakan bahan hukum yang berrotorirtas atau mermirlirkir 

kerkuatan dirkarernakan merrupakan bahan utama merlirputir: 

1)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terntang Narkotirka 

2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terntang Sirsterm Perradirlan Pirdana Anak 

3)  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terntang Perrlirndungan Anak. 

4)  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terntang Perrmasyarakatan 

 
b. Bahan hukum serkunderr, merrupakan bahan hukum yang mermberrir pernjerlasan 

terrhadap pada hukum prirmerr dan dirprosers sercara tirdak langsung darir 

sumberrnya. Berrtujuan untuk mermbantu pernulirsan mermahamir dan mernganalirsirs 

bahan hukum prirmerr yairtu, Perraturan Permerrirntah Rerpublirk Irndonersira Nomor 

58 Tahun 2022 terntang Berntuk dan Tata Cara Perlaksanaan Pirdana dan Tirndakan 

Terrhadap Anak, serrta doktrirn, jurnal hukum, karya irlmirah, buku, terrmasuk 

artirkerl pernerlirtiran lairnnya.  

 

c. Bahan hukum terrsirerr, adalah dokumern hukum yang merngurairkan sercara jerlas 

irnformasir yang berrkairtan derngan suatu dokumern hukum dasar (prirmerr) dan 

dokumern hukum perndukung (serkunderr) yang dapat dirgunakan serbagair 

dokumern analirsirs untuk merlaksanakan perraturan perrundang-undangan dir 

birdang irnir, serperrtir sumberr rerferrernsir kerbahasaan, jurnal, pernertapan perngadirlan, 

bulertirn certak, surat kabar onlirner dan dokumern irlmirah lairn yang rerlervan derngan 

perrmasalahan yang akan dirangkat dalam karya irlmirah irnir. 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumberr berrperran serbagair obyerk kajiran pernulirs yang mernjadir kerserluruhan unirt 

analirsirs yang mermirlirkir cirrir-cirrir dapat dirduga Derngan mernggunakan mertoder 

 
109 Ibid, hlm. 130. 
110 Ibid, hlm. 12.  
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wawancara derngan tujuan merndapatkan data perntirng darir Nara sumberr yang terrpirlirh 

mernjadir samperl yang dapat merwakirlir serluruh rerspondern Adapun yang dirjadirkan 

Narasumberr pernerlirtiran serbagair berrirkut : 

 
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 
 
1. Proserdur Perngumpulan Data 

Terknirk perngumpulan data olerh pernulirs adalah derngan cara merlakukan pernerlirtiran 

lapangan (firerld rerserarch) merlaluir pernderkatan yang berrsirfat kualirtatirf, yang mana 

pernulirs akan sercara langsung berrpartirsirpasir dan merlakukan obserrvasir pada objerk 

pernerlirtiran terrkairt. Dalam rangka merngoptirmalkan perngumpulan data dalam 

pernerlirtiran irnir, maka pernulirs akan mernggunakan terknirk yang dirgunakan serbagair 

berrirkut : 

a. Studir lapangan berrtujuan untuk mermperrolerh data prirmerr, merlaluir mertoder 

obserrvasir atau perngamatan dalam suatu irnterraksir sosiral suatu Lermbaga dan 

kerlompok orang dan irnterraksir langsung serperrtir wawancara serbagair suatu usaha 

perngumpulan data derngan merngajukan perrtanyaan lirsan yang berr perdoman 

perrtanyaan sercara terrtulirs. 

b. Studir kerpustakaan, merrupakan kergiratan mermbaca, mernerlaah ataupun 

merngirderntirfirkasir bahan-bahan hukum yang terrirmplermerntasir serbagair 

pernghubung serrta perndukung lairnnya yang berrkairtan derngan terma pernerlirtiran. 

c. Wawancara, yairtu terknirk perngumpulan data derngan mermohon pernjerlasan darir 

narasumberr terrkairt merlaluir wawancara derngan berrtatap muka ataupun merlaluir 

merdira onlirner derngan tertap merndasarir pada pokok perrmasalahan pernerlirtiran. 

 

1. Kerpala Serksir Permbirnaan LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung  : 1 Orang 

2. 

3. 

4. 

5. 

Staf Permbirnaan  LPKA Kerlas IrIr  Bandar Lampung  

Staf Perndirdirkan dan Birmbirngan Kermasyarakatan LPKA  

Staf Kerperrawatan LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung  

Dosern Pirdana Fakultas Hukum Unirverrsirtas Lampung 

: 2 Orang 

: 1 Orang 

: 1 Orang 

: 2 Orang + 

 Jumlah : 8 Orang 
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2.  Proserdur Perngolahan Data 

Data yang dirdapatkan merlaluir pernerlirtiran dokumern dan pernerlirtiran lapangan yang  

serlanjutnya akan dirolah derngan merkanirsmer yang terlah dirtertapkan olerh pernulirs, 

antara lairn : 

a. Irderntirfirkasir data, merrupakan upaya untuk merlakukan permerrirksaan sercara 

koherrern dan lerngkap berrdasarkan kerakuratan dan kerbernaran data yang 

dirterntukan berrdasarkan topirk pernerlirtiran yang akan dirterlirtir. 

b. Klasirfirkasir data, merrupakan kergiratan untuk merlakukan katergorirsasir data yang 

terlah dirpirlirh sercara serlerktirf berrdasarkan topirk yang terlah dirterntukan, serrta 

dirsersuairkan derngan berntuk golongan dan hubungannya.   

c. Sirstermatirsasir data, merrupakan perngaturan dan pernggabungan terrhadap data 

terrkairt, terrpadu dan berrkorerlasir dalam topirk guna mermperrmudah mernafsirrkan 

suatu data. 

E. Analisis Data 

Noerng Muhadjirr merngermukakan, Analirsirs data merrupakan upaya merncarir dan 

mernata sercara sirstermatirs catatan hasirl obserrvasir, wawancara dan lairnnya untuk 

mernirngkatkan Permahaman pernerlirtir terntang kasus yang mernjadir topirk perrmasalahan 

dan mernyajirkan serbagair termuan bagir orang lairn pernulirsan irnir mernggunakan 

kerreralirtasan. Data yang dirperrolerh mernggunakan analirsirs kualirtatirf mernggambarkan 

kernyataan-kernyataan yang ada dir lapangan. Serlanjutnya berrdasarkan hasirl analirsirs 

data, kersirmpulan darir pernarirkan data dirambirl merlaluir mertoder irnduktirf, yairtu  suatu 

mertoder pernarirkan data yang dirdasarkan olerh fakta-fakta yang  sirfatnya khusus 

untuk mernjawab perrmasalahan pernulirs merlakukan pernerlirtiran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berrdasarkan hasirl pernerlirtiran dan permbahasan maka dapat dirtarirk sirmpulan  

serbagair berrirkut: 

1. Perlaksanaan rerhabirlirtasir terrhadap Anak Berrhadapan derngan Hukum 

perrsperktirf pernologir pada LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung dirtirnjau 

berrdasarkan pada perraturan terrbaru terntang permasyarakatan merlaluir 

pernambahan fungsir perrawatan yang salah satunya adalah rerhabirlirtasir 

berrdasarkan analirsirsirnya mernurut urairan hasirl pernerlirtiran mernurut terorir 

pernologir perlaksanaan rerhabirlirtasir dir LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung terlah 

terrlaksana. Namun perlaksanaan rerhabirlirtasir dirtirnjau berrdasarkan dasar hukum 

yang dirpakair dalam pernerlirtiran irnir yairtu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

terntang Permasyarakatan yang terrbaru, rerhabirlirtasir serbagair kergiratan permulirhan 

hak darir sergir kerserhatan merntal dapat dirkatakan berlum terrlaksana sercara 

maksirmal dir mana berlum terrdapat langkah-langkah yang konkrert yang dapat 

merngukur perlaksanaan program rerhabirlirtasir irtu serndirrir. 
2. Faktor pernghambat perlaksanaan rerhabirlirtasir perrsperktirf pernologir pada LPKA 

Kerlas IrIr Bandar Lampung terrdirrir darir faktor utama yang mernghambat yairtu 

faktor hukum yairtu permerrirtah yang berlum merngerluarkan Perraturan Permerrirntah 

turunan terrkairt Undang-Undang Permasyarakataan berlum terrdapat panduan 

khusus terrkairt perlaksanaan rerhabirlirtasir darir tirnjauan darir Undang-Undang serrta  

irlmu pernologir, faktor sarana prasarana yairtu kurangnya perndanaan dalam 

perngadaan ternaga profersironal dalam birdang psirkologir, dan faktor aparat 

pernergak hukum yairtu ternaga profersironal yang berlum mermadair dir dalam LPKA 

Kerlas IrIr Bandar Lampung karerna kurangnya perngoptirmalirsasiran pergawair yang 

profersironal dan terrampirl dalam birdang kerserhatan merntal serbagair perndukung 
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terrirmplermerntasirnya Undang-Undang Permasyarakatan serbagair pernunjang 

terrlaksanannya hak birnaan darir sergir kerserhatan merntal. Serhirngga perlaksanaan 

rerhabirlirtasir dirtirnjau merlaluir perrsperktirf pernologir olerh pirhak LPKA Kerlas IrIr 

Bandar Lampung berlum terrlaksana sercara maksirmal. 

 B. Saran  

 Adapun saran yang dirberrirkan yairtu:  

1. Permerrirntah dirharapkan dapat merngoptirmalkan fungsir LAPAS dalam 

mernjalankan fungsir perrawatannya derngan merngerluarkan Perraturan Permerrirntah 

turunan terntang Undang-Undang Permasyarkatan yang terrbaru terrkairt berntuk 

panduan perlaksanaan program perrawatannya yairtu rerhabirlirtasir. Serrta 

perngoptirmalan sarana dan prasarana serbagair bagiran dukungan irmplermerntasir 

yang dirtirnjau berrdasarkan Undang-Undang Permasyarakatan yang terrbaru 

derngan mernyerdirakan anggaran dalam pernyerdiraan psirkiraterr atau psirkologir 

serbagair permernuhan hak ABH dir LPKA yang sermerstirnya sudah perrlu 

pernyerdiraan perrawatan non-merdirs serperrtir psirkolog dan/atau psirkiraterr untuk 

merncergah kasus-kasus yang berrasal darir gangguan merntal serperrtir perrundungan 

hirngga bunuh dirrir dir LPKA tirdak terrulang kermbalir. 

2. LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung dirharapkan dalam perlaksanaan permernuhan 

hak anak birnaannya dapat merngoptirmalkan sumberr daya manusira yang 

profersironal dan terrampirl dalam birdang kerserhatan merntal serbagair perndukung 

terrirmplermerntasirnya Undang-Undang Permasyarakatan terrbaru dalam 

perlaksanaan fungsir perrawatannya merlaluir pernyerdiraan perrawatan non-merdirs 

serperrtir psirkolog dan/atau psirkiraterr untuk merncergah kasus-kasus yang berrasal 

darir gangguan merntal serperrtir perrundungan hirngga bunuh dirrir dir LPKA tirdak 

terrulang kermbalir. Serlairn irtu LPKA Kerlas IrIr Bandar Lampung lerbirh aktirf dalam 

kergiratan perncergahan serrta pernanggulangan gangguan merntal yang ada merlaluir 

kerrjasama-kerrjasama derngan irnstirtusir terrkairt kerserhatan merntal serperrtir 

perngadaan konserlor olerh perndirdirk birmbirngan konserlirng yang sudah terrserdira dir 

Unirverrsirtas Lampung. 
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